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ABSTRAKSI

TRI LAKSONO AGUS SUSILO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Juli 2009, Efektifitas Program Responsible Riding Yang Dibuat Oleh
Kepolisan Untuk Menekan Tingkat Kecelakaan Dan Pelanggaran Bagi
Pengendara Roda Dua, DR. SUMIYANTO, SH. M.H., ENY HARJATI, SH.
MH.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengambil judul: EFEKTIFITAS
PROGRAM RESPONSBLE RIDING YANG DIBUAT OLEH KEPOLISIAN
UNTUK MENEKAN TINGKAT KECELAKAAN DAN PELANGGARAN
BAGI PENGENDARA RODA DUA (Studi di Satlantas Polres Madiun) dengan
latar belakang bahwa Lau-lintas mempunyai kedudukan yang vita daam
kehidupan masyarakat. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia sebagaian
besar melibatkan pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor memiliki
risiko 20 kali lebih besar dibandingkan pengendara mobil. Tidak dapat dipungkiri
bahwa banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagian besar didasari dengan
adanya suatu pelanggaran lalu lintas. Jadi dapat dikatakan bahwa tingginya angka
pelanggaran lalu lintas tersebut juga mengkibatkan tingginya angka kecel akaan
lalu lintas. Untuk dapat menghindari atau untuk dapat menekan tingginya jumlah
pelanggaran dan juga kecelakaan lalu lintas dibutuhkan suatu ketaatan serta
kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan
tentang lau lintas yang berlaku. Sudah banyak program yang dijalankan oleh
pemerintah untuk dapat meminimalkan atau mengurangi tingginya angka
kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, namun dari sekian banyak program
tersebut belum ada yang secara efektif dapat mengatasi tingginya angka
kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Untuk itu perlu alternatif lain di dalam
mensukseskan program-program pemerintah tersebut di atas salah satunya adalah
progran yang digagas oleh Ditlantas Polda Jawa Timur yng kemudian
diinstruksiksn kepada setiap daerah di Jawa Timur yaitu program Responsible
Riding (mengemudi yang bertanggung jawab).

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu
bagaimana pelaksanaan program Responsible Riding yang dilakukan oleh
Satlantas Polres Madiun, bagaimana efektifitas Program Responsible Riding yang
dilaksanakan oleh Satlantas Polres Madiun, serta bagaimana upaya dan kendala
Satlantas Polres Madiun dalam mengoptimalkan program Responsible Riding.
Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis
yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang didasarkan pada kenyataan-
kenyataan yang ada di lapangan, lokasi penelitian di Satlants Polres Madiun, Jenis
data terdiri dari data primer yaitu melalui wawancara langsung dengan responden
dan data sekunder melaui literatur buku, peraturan perundang-undangan,
browsing internet. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer
menggunakan teknik wawancara dan teknik pemngumpulan data sekunder
menggunakan teknik kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi di
Polres Madiun dan Pengendara roda, sampel dalam pendlitian ini adalah Kepala
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Satlantas Polres Madiun, Kepala Unit kecelakaan Lantas Polres Madiun dan
Responden awal yang akan di pakai dalam penelitian ini yang merupakan
informan kunci adalah 5 orang pengendara sepeda motor. Teknik analisa data
menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data dipaparkan secara menyeluruh
kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang
menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Responsible
Riding yang dilakukan oleh Satlants Polres Madiun yaitu di wilayah kabupaten
Madiun 45 hari selama dilaksanakannya program Responsible Riding (tanggal 8
September s/d 22 Oktober 2008) tingkat kecelakaan baik itu di Black Spot
Terapi maupun secara keseluruhan, mengalamai penurunan yang sangat tajam
sebesar 100%. Di wilayah Kabupaten Madiun 45 hari selama dilaksanakannya
progaram Responsible Riding (tanggal 8 September s/d 22 Oktober 2008) tingkat
pelanggaran lalu lintas juga menagalamai penurunan. Penurunan pada tingkat
pelanggaran lalu lintas tidak mencapai target yang diingkan oleh Satlantas Polres
Madiun yaitu hanya sebesar 62,95% hal ini disebabkan karena budaya dari
masyarkat kabupaten madiun yang masih bersifaa kedaerahan sehingga
menganggap sepele program Responsible Riding 2008. Pelaksanaan Program
Responsible Riding 2008 berjalan lancar sesual dengan rencana. Sedangkan
Efektifitas Program Responsible Riding yaitu masih besarnya angka pelanggaran
lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor maka menunjukan
bahwa program Responsible Riding masih belum cukup efektif untuk menekan
tingkat pelanggaran lalu lintas bagi pengendara roda dua Kemudian kendala
Satlants Polres Madiun dalam mengoptimalkan program Responsible Riding
antara lain kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, kurangnya dana
dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menaggulangi kecelakaan dan
pelanggaran lalu lintas, cuaca atau iklim tidak menentunya cuaca atau iklim akhir-
akhir ini mengakibatkan postur tanah yang labil sehingga aspal yang digunakan
mudah berlubang dan bergelombang, penerangan jalan dan rambu-rambu lalu
lintas lainya yang tidak berfungsi secara baik dan belum dipasangnya penerangan
jalan dibeberapa tempat-tempat tertentu, rendahnya Kesadaran Hukum
masyarakat dan upaya Satlantas Polres Madiun untuk mengatasinya antara lain
bertindak preemtif, bertindak prefentif, dan bertidak represif.

Dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat memberikan saran yaitu
diperlukan suatu pengaturan lebih lanjut tentang program Responsible Riding,
jumlah Petugas atau Polisi Lalu Lintas seharusnya di tambah sehingga dapat
menjalankan tugas dengan lebih baik, seharusnya ada dana khusus yang
digunakan dalam melaksanakan program Responsible Riding.



BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi yang semakin pesat telah memlkedutuhan
seseorang semakin bertambah, selain kebutuhan rpriraeg dibutuhkan
seseorang kini kebutuhan sekunder tidak sedikilgymtah dianggap sebagai
kebutuhan pokok, seperti halnya alat telekomunika#iu telepon selular yang
banyak digunakan dan dianggap masyarakat dahulyahdapat dimiliki oleh
masyarakat menengah keatas namun Kkini telah matarkb semua lapisan
masyarakat. Demikian juga kendaraan yang perlu li#fimintuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari yang keberadaannya semaktanidigah dan mudah di
dapati. Maka tidak heran berbagai macam tipe darelm&endaraan yang
sebagian besar produksi luar negeri banyak dimtiisyarakat Indonesia. Selain
kendaraan umum, kendaraan pribadi mulai dari raga @hn roda empat juga
kendaraan lainnya telah membuat jalan-jalan sengddiat oleh kendaraan.

Lalu-lintas mempunyai kedudukan yang vital dalanehidupan
masyarakat. Fungsi lalu-lintas dapat disamakan aterigngsi peredaran darah
manusia, kesehatan manusia sangat tergantungeg@mipurnaan saluran-saluran
darah menunaikan fungsinya. Ketidaklancaran apalkgmacetan dalam
peredaran darah akan menimbulkan berbagai penyakinikian pula halnya
dengan lalu-lintas, Keamanan, ketertiban dan kelamc lalu-lintas dapat

menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat dagara. Akan tetapi



sebaliknya lalu-lintas yang tidak aman dan tidakcda serta tidak tertib akan
membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat.

Permasalahan lalu lintas yang semakin berkembanadibat pula dengan
bertambanya jumlah kecelakaan dan pelanggaran liatas yang terjadi.
Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raygat dipengaruhi oleh beberapa
faktor yaitu :

1. Manusia (Human Error ).

2. Sarana maupun prasarana.

3. Cuaca atau iklim.

4. Kondisi ruas jalan yang kurang memadai atau tigaklsang.

5. Meningkatnya masyarakat yang memiliki kendaraanmbésr roda dua
maupun roda empat khususnya di kota.

Di Indonesia kecelakaan lalu lintas merupakan psmb nomor 3,
sedangkan pembunuh nomor 1 dan 2 adalah penyatungdan kangker. Setiap
tahunnya rata-rata 30.000 nyawa melayang atau 8&ayper hari atau tiap 15
menit satu nyawa melayang akibat kecelakaan lakadi Hasil penelitian juga
menyebutkan bahwa 90% kecelakaan diakibatkan @lktorf manusia fuman
error ). Dengan angka setinggi itu, Indosesia duduk dngkat ke-3 negara di
ASEAN yang jumlah kecelakaan lalu lintasnya palitigggi. Jika tak ada
penanganan khusus, menurut perkiraan PBB, padan tab@0 nanti tingkat

kecelakan lalu lintas bisa mencaai 65 %. Kecelak&an menjadepidemic



(wabah) tersembunyi, karena korban kecelakaan npalaimkorban penyakit
menular:

Data ini dipertegas lagi oleh Organisasi Keseh&ania World Health
Organization (WHO) yang melaporkan, kecelakaan lahias merupakan
pembunuh utama bagi kaum muda berusia 10-24 tahdundh. Hampir 400.000
pemuda berusia di bawah 25 tahun setiap tahun g@galindunia karena
kecelakaan lalu lintas dan jutaan lainya luka ageat

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesiebagaian besar
melibatkan pengendara sepeda motor. Pengendardasepeor memiliki risiko
20 kali lebih besar dibandingkan seorang pengendalal. Setidaknya, setiap 2
km, seorang pengendara motor memiliki risiko teka®ena kecelakaan atau 20
kali lebih besar dibandingkan seorang pengendarailmbata Departemen
Perhubungan (Dephub menyebutkan, angka kecelalaamn mpelibatkan sepeda
motor pada 2006 serbanyak 70.308 unit atau tepadingkatan 44.121 unit
dibandingkan dua tahun sebelumnya).

Sekarang ini hampir di setiap jalan di wilayah Meddidipenuhi
kendaraan-kendaraan bermotor, terutama kendarada @& (dua). Harga
kendaraan bermotor yang semakin murah dan terjangiata banyaknya
lembaga-lembaga pembiayaan yang bermuculan memipsé&dah satu faktor

penunjang semakin banyaknya jumlah kendaraan berrdowilayah Madiun.

! Hernan Sulistio, 200@losen senior FT Unibraw mengungkap hal tersebut dalam orasi
ilmiah pengukuhan jabatan guru besar dalamilmu teknuk jalan raya, sumber : [vty]
prasetya.brawijaya.ac.id, ( tanggal 22 septemb@8 20

2 Pembunuh Utama Kaum muda, 20086, htfiyamaha vega. Or. id article. Php ?
action = viewarticle&id=AR0707240001. ( tanggal 22 september 2008 ).

% Luhur Pertanto, 200Kecelakaan Lalu Lintas Pembunuh Nomor 3 di Indones , http:/
www.honda-tiger.org / forum / archive / index.phip-/0855.html. (tanggal 22 september ).



Di wilayah Madiun tingkat kecelakaan lalu lintaanyjuga dapat
dikategorikan tinggi. Satlantas Polres Madiun maicaselama kurun waktu
2007, angka kecelakaan lalu lintas ( lakalantas Yithyah hukum Satlantas
Polres Madiun mencapai 250 kejadian. Sedangkanghidgni 2008, mencapai
150 kejadian. Tingginya angka lakalantas itu jugkak terlepas dari adanya
pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan. Di S@aPolres Madiun, pada
2007 tercatat ada 31.650 pelanggar yang dilakukagguna jalan. Pelanggaran
itu meliputi muatan, marka jalan, surat, perlengkagan kecepatdn.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya peristiwaekakaan lalu lintas
sebagian besar didasari atau diawali dengan adamata pelanggaran lalu lintas.
Jadi dapat dikatakan bahwa tingginya angka pelaagdalu lintas tersebut juga
mengkibatkan tingginya angka kecelakaan lalu lidiagilayah Madiun.

Sesungguhnya untuk dapat menghindari atau untukatdapenekan
tingginya jumlah pelanggaran dan juga kecelakaan liatas dibutuhkan suatu
ketaatan serta kepatuhan masyarakat terhadap hataurperaturan perundang-
undangan tentang lalu lintas yang berlaku, salaimga adalah Undang-Undang
nomor 14 tahun 2004 tentang lalu lintas dan angkijakan, selain itu terdapat
pula perautaran pelaksanaan yaitu Peraturan Pdatemmomor 41 tahun 1993
tentang angkutan jalan, Peraturan Pemerintah not2otahun 1993 tentang
pemeriksaan kendaraan bermotor, Peraturan Penterimbenor 43 tentang
prasarana dan lalu lintas jalan dan yang terakttalah Peraturan Pemerintah

nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemud

* Wawancara dengan Kasat lantas Polres madiun BuAteP, tanggal 26 Februari
20009.



Sudah banyak program yang dijalankan oleh pemérintatuk dapat
minimalkan atau mengurangi tingginya angka kecelakdan pelanggaran lalu
lintas, namun dari sekian banyak program terseeluint ada yang secara efektif
dapat mengatasi tingginya angka kecelakaan damgmdsan lalu lintas. Untuk
itu perlu alternatif lain di dalam mensukseskangpam-program pemerintah
tersebut di atas salah satunya adalah programdigagas oleh Dit Lantas Polda
Jawa Timur yang kemudian diinstruksiksn kepadaapetiaerah di Jawa Timur
yaitu programResponsible Riding (mengemudi yang bertanggung jawab).

Adapun isi dari prograrResponsible Riding adalah :

1. Tidak berkendara secara zig — zag.

2. Tidak mengemudi dengan kecepatan tinggi.

3. Memberi tanda ketika pindah jalur.

4. pejalan kaki menyeberang di jembatan penyeberarajan zebra

Croos.

5. MPU, taxi dan roda dua menggunakan lajur Kiri.

6. Gunakan halte untuk naik turun angkutan umum.

7. Jangan mengemudi sambil berponsel.

8. Nyalakan lampu meskipun siang hari untuk berkendzda dua.

Di Madiun program Responsible Riding dapat diartikan yaitu cara
berkendara yang bertanggung jawab, dimulai tgl @e®eber sampai dengan 22
Oktober 2008 (selama 45 hari). Untuk tercapainyaatu ini Satlantas Polres
Madiun tidak henti-hentinya melakukan kampanye dengara pemasangan
spanduk dan baner pada tempat-tempat strategidaggah rawan kecelakaan lalu

lintas.



Program ini merupakan upaya dari kepolisian untulemierikan
pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnyskes#lamatan dengan
semangat saling menghargai di jalan dan bertanggawab tidak hanya untuk
keselamatan sendiri melainkan juga harus bertargggawab pada keselamatan
pengguna jalan lainnya.

Berbicaramasalah lalu lintas, tentu tidak hanya tergantuadapinstitusi
Polri saja, namun peranan dan dukungan dari ind&nskhususnya pihak-pihak
yang memiliki kompetisi dalam masalah manejeridl lintas juga sangat
diperlukan dalam mengatasi permasalahan lalu lintasg terjadi. Seperti
peningkatan sarana dan prasarana jalan, peningkagditastransportas public,
pengawasan regulasi kendaraan bermotor, serta dmpgbemasalah lainya.
Diharapkan antar instansi yang memiliki kompetefadam manajerial lalu lintas
juga bisa mengartikulasikaResponsible Riding, dalam konteks interakasi antar
instansi seperti Pemerintah, Dinas Perhubungan,Paddm dapat memiliki rasa
tanggung jawab bersama dan saling mengahargai daps mewujudkan situasi

dan kondisi lalu lintas yang terbaik bagi masyaraka

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pelaksanaan progmaesponsible Riding yang dilakukan oleh
Satlantas Polres Madiun ?
2. Bagaimana efektifitas progararesponsible Riding yang dilakukan oleh

Satlantas Polres Madiun ?

> Muhammad Igbal,AKBP, Responsible Riding Ikhfiéenyelamatkan Nyawa di Jalan,
http://jatim.polri.go.id/index.php?option=com_comti&task=view&id=812&Itemid=339, 10
Oktober 2007.



3. Bagaimana kendala dan upaya Satlantas PolresiuMadalam

mengoptimalkan prograimesponsible Riding ?

C. TUJUAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskataslj maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan menemukan pel@&saprogram
Responsible riding yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Madiumdala
menekan tingkat kecelakaan dan pelanggaran bagepdara roda dua.

2. Untuk mengetahui, menganalisa dan menemukan efe&tiProgram
Responsible Riding yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Madiun.

3. Untuk mengetahui, menganalisa dan menemukan ugay&ehdala yang
dilaksanakan oleh Satlantas Polres Madiun dalam gopimalkan

programResponsible Riding.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan maksud, tujuan, dan alasan yang telahip kemukakan di
atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai fagae kegunaan sebagai

berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dilakukan karena peneliti berharapapat
memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi malasipada

umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususgéa



memberikan informasi kepada para pihak yang terkaiam rangka
memberikan sumbangasih pemikiran tentang efeldifitarogram
Responsible Riding yang dibuat oleh kepolisian untuk menekan tingkat

kecelakaan dan pelanggaraan bagi pengendara rada du

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Untuk menambah wacana mengenai efektifitas prodresponsible
Riding yang dibuat oleh kepolisian untuk menekan tingkat

kecelakaan dan pelanggaran bagi pengendara roda dua

b. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengetahui bahwa pentingtiyeeselamatan
dengan semangat saling menghargai di jalan daarggtng jawab
tidak hanya untuk keselamatan sendiri melainkana juarus
bertangggung jawab pada keselamatan pengguna jaiaya
sehingga akan terwujudnya budaya masyarakat lalasli yang
bertanggung jawab demi terciptanya situasi laltainyang aman,

tertib dan lancar.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dipahami damedgerti, maka
peneliti mengusahakan untuk menyusunnya secaestis. Uraian di dalamnya
terdiri dari beberapa bab dan untuk itu penelidltemenetapkan sistematikanya

sebagai berikut:



BAB I

BAB II:

BAB III:

BAB IV:

PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakangusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sisté@matenulisan.

KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan berbagai macam tinjauan teori yang miewnty dalam
pelaksanaan penelitian dan proses menganalisatgetig dari empat
sub Bab yaitu yang pertama pengertian dan teori-tefektivitas,

kedua tinjauan umum Responsible Riding, ketiga tinjauan umum
Polisi Republik Indonesia (Polri), dan keempatu#ar umum tentang

kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendekatan gapgakan dalam
penelitian, lokasi penelitian, jenis data yang dakan dalam
penelitian, sumber data, populasi, sampel, respondiEn teknik

analisa data yang dilakukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian analisis dan pembahasanydatdiperoleh dari
hasil penelitian yang dilakukan, menjawab dari reamumasalah yang

telah dikemukakan berdasarkan data yang telahaleser



BAB V:

10

PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana kesanpuerupakan
jawaban singkat dari rumusan masalah dan penelii@amy telah
dilakukan sedangkan saran merupakan saran darilitpey&ng

diharapkan dapat membangun bagi Instansi yangrigstan
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Teori-teori Efektivitas

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata “€fekéing berarti ada
efeknya (akibatnya, pengaruh, kesannya) dapat mealbesil, berdaya guna
(tentang tindakan).

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas diartikarbagmi taraf sampai
sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya,nmudikatakan efektif bila
terjadi dampak hukum yang positif. Dengan demikiankum mencapai
sasarannya di dalam membimbing ataupun perilakuugsi@arnsehingga menjadi
perilaku hukun?.

Efektifitas hukum mempunyai hubungan erat dengamhasyang
dilakukan yaitu agar hukum vyang diterapkan benaabehidup dalam
masyarakat. Artinya hukum tadi benar-benar berlaggcara sosiologis,
berfungsinya hukum sedemikian itu sangat terganpadp usaha menanamkan
ketentuan hukum tersebut, reaksi masyarakat dagkgamaktu menanamkan
hukum tersebut. Penegakan hukum yang efektif trdakgkin terlaksana tanpa
bantuan warga masyarakat secara aktif.

Suatu sikap tindak/ perilaku hukum lazimnya memp@ingengaruh
tertentu apabila berhubungan dengan tingkah lakakppihak lain. Suatu sikap
tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabBikap tindak/ perilaku pihak

lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artingabéda pihak lain tersebut

® Soerjono soekantefektivikasi hukum dan peranan sanksi, remadaja karya, Bandung,
1985, him 3
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mematuhi hukum. Partisipasi masyarakat sangat l[dkzer dalam menciptakan

hukum yang efektif. Pelaksanaan hukum dapat beslamg dalam masyarakat
secara normal karena tiap-tiap individu menaatigdankesadaran, bahwa apa
yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu kedwaratau sebagai sesuatu
yang memang sebaiknya di laksanakan. Pelaksanasnpethegakan hukum juga
harus memperhatikan kemanfaatan/ kegunaannya bagyamakat. Karenanya

pelaksanaan dan penegakkan hukum harus membe@ab&aigi masyarakat.

Menurut Sorjono Soekanto faktor-faktor yang mempeunlgi efektifitas
penegakan hukum adalgh :

1. Faktor hukum itu sendiri.

2. Faktor penegak hukum.

3. Faktor masyarkat.

4. Faktor sarana dan Prasarana.

5. Faktor kebudayaan.

Apabila kita berbicara tentarigaw as a tool of social engenering maka
kita akan berbicara tentang teori yang dikemukdah Wolfgang Friedmn yaitu
teori tentang Efektifitas. Di dalam teori ini frimén mengungkapkan bahwa agar
berfungsinya hukum pada masyarakat bergantung:pada

1. Substansi

2. Struktur

3. Culture

" Soejono soekantégktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, raja grafindo
persada, Jakarta, 2004, him 8
® Ibid, him 59
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B. Tinjauan Umum tentang Responsible Riding

Responsible Riding merupakan program dan kampanye lanjutan dari
program sebelumnya, yaituSafety Riding. Program Responsible Riding
merupakan upaya dari Kepolisian untuk memberikamgieman kepada
masyarakat tentang pentingnya arti keselamatan atengemangat saling
mengahargai di jalan dan bertanggung jawab tidakydauntuk keselamatan
sendiri melainkan juga harus bertanggung jawab peeelamatan pengguna
jalan lainnya.

Responsible Riding dapat diartikan sebagai mengemudi yang bertanggung
jawab, dengan menumbuhkan rasa saling menghargandayadari bahwa jalan
ini merupakan milik bersama, sehingga tidak pedling serobot dan merasa
dirinya adalah prioritas utama di jalan.

Responsible Riding merupakan proses dari sebuah upaya untuk
memberikan pencerahaan kepada pengendara agarteleatuk sebuah budaya
lalu lintas yang disiplin dan bertanggung jawabmndkeselamatan dan kelancaran
bersama. Adapun dasar dari dari pelaksafRegpoonsible Riding adalah :

1. Surat Telegram Kapolda Jatim No. Pol : ST/730/IXQDit Latntas
Tanggal 8 September 2008, tentang Rapat Kordinasidpban kegiatan
Responsible Riding di jajaran Polda Jatim.

2. Surat Telegram Kapolda Jatim No. Pol : ST/251/IX@/Dit Latntas
Tanggal 8 September 2008, tentang pelaksanaan t&edrasponsible

Riding di jajaran Polda Jatim.

® Muhammad Igbal AKBP, Opcit
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3. Surat Perintah Kapolres Madiun No. Pol : Sprin/8%/2008/Dit Latntas
Tanggal 8 September 2008, tentang Perintah pela&sarkegiatan
Responsible Riding di jajaran Polres Madiun.

Adapun isi dari programesponsible riding adalah :

1. Tidak berkendara secara zig — zag.

2. Tidak mengemudi dengan kecepatan tinggi.

. Memberi tanda ketika pindah jalur.

4. pejalan kaki menyeberang di jembatan penyeberaaiganzebra croos.
5. MPU, taxi dan roda dua menggunakan lajur Kiri.

6. Gunakan halte untuk naik turun angkutan umum.

7. Jangan mengemudi sambil berponsel.

8. Nyalakan lampu meskipun siang hari untuk berkendada dua.

C. Tinjauan Umum tentang Polisi Republik Indonesia ( Blri )
1. Asal Kata dan Pengertian.

Kata “polisi” dalam bahasa indonesia merupakan katgman dan jelas
berasal dari kata belandpdtitie’. Adapun kata Belandgoblitie” didasarkan atas
serangkain kata Yunani Kuno dan Laitn yang berasal kata Yunani-Kuno
“polis”. Kata tersebut berarti “kota” atau “negdmta”. Atas dasar perkembangan
itu maka kata “polis”, mendapat pengertian “negattah dalam bentuk-bentuk
perkembangannya masuk unsur “pemerintah” dan Ebagainya. Kata Yunani-

kuno tersebut masuk kedalam bahasa Lain sebpgayia” dan kata itulah yang
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diduga menjadi kata dasar kafaolice” ( Inggris ), “ politie’ ( Belanda ), “polisi”
( Indonesia ¥}’

Bilamana secara tepat kata “polisi” mendapat aamtigykini digunakan,
sulit dipastikan. Namun demikian, perkembangan gietena dicatat di inggris,
yang dicatat penggunaan Kkatgolice” sebagai kata kerja yang berarti
“memerintah” dan “mengawasi” ( sekitar tahun 158%@lanjutnya sebagai kata
benda diartikan “pengawasan”, yang kemudian meldas menunjukkan
‘organisasi yang menangani pengawasan dan pengafm@iahun 1716 ). Di
Indonesia, istilah polisi * digunakan dalam penig@rt‘organisasi pengamanan”
pada abad ke-19 dalam Inggris dari 1811 — 1817ayail Indonesia saat itu
merupakan bagian dari wilayah yang dipimpin “bupatasing-masing diserahi
tugas pengamanan tertib hukum dan polisi bertarggwab pada bupati
setempat itu.

Dari kata “polisi” tersebut. Kemudian para cendikee Kepolisian
menyimpulkan bahwa terdapat 3 pengertian, yaitu :

a. Polisi sebagai fungsi,
b. Polisi sebagai organ kenegaraan dan
c. Polisi sebagai jabatan atau petugas.

Yang banyak disebut sehari-hari adalah pengertidisi sebagai pejabat
atau petugas. tiga pengertian kata polisi tersédaalang dicampur adukkan oleh
masyarakat, yang seharusnya diartikan sesuai dekmaeks yang menyertai.
Oleh karena itu timbul penilaian yang sebenarnyalumdividu (pejabat) tetapi

diartikan sebagai tindakan suatu lembaga (alatragga

12 profesionalisme Republik Indonedi#tp: //one.indoskripsi.comvclick/7885/0
(23 Februari 2009 ).
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2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Secara historis, posisi kelembagaan kepolisian padaa penjajahan
Hindia Belanda Kepolisian berada di bawah Procdgdeneral (Jaksa Agung),
baik itu Besturs Politie (Polisi Pamong Praja) maupuigeneu Politie (polisi
umum). Pada masa revolusi tanggal 19 agustus 1Rdpolisian merupakan

bagian dari Departemen Dalam Negeri.

3. Visi dan Misi Kepolisian RI
Berdasarkan Undang-undang Kepolisian Nomor 2 t2002, visi Polri
adalah “Polri yang mampu menjadi pelindung, pengaydan pelayan
masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum pyrafegsional yang selalu
menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemelihara@@mianan dan ketertiban
masyarakat, serta mewujudkan keamanan dalam negkwin suatu kehidupan
nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahe

Sedangkan Misi Polri yaitu :

a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayangpada
masyrakat ( meliputi aspekcurity, surety, safety, and peace )

b. Memberi bimbingan kepada masyarakat melalui upagarftif dan
Preventif yang dapat meningkatkan kesadaran diamaken hukum
masyarakat.

c. Menegakkan hukum secara profesional dengan memgnjinggi
hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adarpastiea

hukum dan rasa keadilan.
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d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat deng@p
memperliahatkan norma-norma dan nilai yang bertitam bingkai
integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republdohesia.

Dari gambaran Visi dan Misi Polri diatas dapat kidahui bahwa dewasa

ini orientasi pelaksanaan tugas Polri adalah menpeelindungan dan pelayanan

kepada masyarakat.

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian RI
Undang-undang No. 20 tahun 1982 Tentang ketentatemtuan pokok
pertahanan keamanan Negara Republik Indonesid, 3@sgat (4) merumuskan
Tugas Pokok Polri sebagai berikut:

a. Selaku alat Negara penegak hukum memelihara semangkatkan
tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap kemgekuatan
pertahanan keamanan negara lainnya membina ketmtam
masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkamdean dan
ketertiban masyarakat.

b. Melaksanankan tugas Kepolisian selaku pengayom ndala
memberikan perlindungan dalam pelayanan kepadaarasat bagi
tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yamnunjang
terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimaoeufdén dan
huruf b ayat (4) pasal ini.

Dalam Undang-undang Kepolisian No. 2 tahun 2002jagu pokok

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : Refaviemelihara keamanan
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dan ketertiban masyarakat, kedua, menegakkan hutamketiga, Memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada rakata

Masih ada pasal lain yang menjabarkan tugas pokdk yaitu tercantum

pada penjelasan pasal 39 ayat (2) UU no. 20 Ta@88, Jaitu :

a. Mengusahakan ketaatan diri dan warga masyarakedap hukum
dan peraturan perundang-undangan

b. Melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan parapgrundang-
undangan

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit mestadan
aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpacaitau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta bendaidgkungan alam
dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk beréwn
perlindungan dan pertolongan, yang dalam pelaksayaawajib
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukdan
peraturan perundang-undangan.

e. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengdanisi, badan
atau lembaga yang bersangkutan dengan fungsi daartya.

. Dalam keadaan darurat, bersama-sama segenap kampone
Kekuasaan pertahanan keamanan negara melaksangkansesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Kepolisian No. 2 tahun 2002jagu pokok

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
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b. Menegakkan hukum, dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayangpada

masyarakat.

Dari uraian tugas diatas, pada hakekatnya tuga®kpdtolri adalah
menegakkan hukum, membina keamanan dan ketertibagarakat (kamtibmas)
serta pelayanan dan pengayom masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepada masiamgnanggota polisi
diberi wewenang. Wewenang kepolisian diatur dalasap15 Undang-Undang
No. 28 Tahun 1997 :

1) Menerima laporan dan pengadaan;

2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

3) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya sertamoéret seseorang;

4) Mencari keterangan dan barang bukti;

5) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

6) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyayakg dapat

menganggu ketertiban umum;

7) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit mesaa

8) Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbylkgmecahan

atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

9) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dakspakan

putusan pengadilan kegiatan instansi lain, seigéaka masyarakat;

10) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagiantiddakan

kepolisian dalam rangka pencegahan;

11) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk senaewtstu;
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12) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangang yiperlukan
dalam rangka pelayanan;
13) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup é®@awngan

administratif Kepolisian yang mengikat warga maakat.

D. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan dan Pelanggan Lalu Lintas
1. Kecelakaan lalu lintas
Untuk memudahkan pemahaman tentang kecelakaarinés, penulis
akan menguraikan istilah dari kecelakaan, jalau, llatas dan kerusakan benda
atau luka-luka dalam hubunganya dengan kecelakdafiitas*

a. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak disengajai atdak
disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-lika kerusakan
benda. Kecelakaan selalu mengandung unsur "tidsdndaja” atau
tidak disangka-sangka” dan menimbulkan rasa heeantarcengang
kepada orang yang mengalami kecelakaan itu. Kalaango
menabrak dengan sengaja (dengan direncanakandabilu), maka
ini bukan kecelakaan lalu lintas. Dan tabrakan yallgkukan
dengan sengaja atau direncanakan lebih dahulu éngakibatkan
orang mati, maka perbuatan itu termasuk penganiayaizu
pembunuhan.

b. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darain dadmtuk
apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bargpelengkap
dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lakadi yang

selanjutnya ditetapkan pula pengertian jalan umamjdlan khusus.

" DjajoesmanpPolisi dan Lalu Lintas. Bandung, 1976, him. 68
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Dalam undang-undang 14 tahun 1992 yang dimaksuodatejalan
adalah dalam pengertian jalan umum sebagaimanaksiiadalam
undang-undang no 13 tahun 1980, yaitu jalan yapgrdntukkan
bagi lalu-lintas umum.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam undang-undartyg tahun
1992 ini pengertian jalan tidak termasuk jalan kisusyaitu jalan
yang tidak diperuntukkan bagi lalu-lintas umum,aaatlain jalan
inspeksi pengairan, jalan perkebunan, jalan peraagdn, jalan
kehutanan, jalan komplek bukan untuk umum jalamkikeperluan
pertahanan dan keamanan Negara.

c. Lalu lintas adalah setiap pemakai jalan baik pe&m@@a maupun
dalam kelompok yang menggunkan jalan sebagai suahg gerak
dengan atau tanpa alat penggerak. Dalam keceldkiadmtas maka
harus ada satu pemakai jalan yang bergerak.

d. Kerusakan benda atau luka-luka harus ada untuk mhggeen suatau
kecelakaan sebagi kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwaahjgang tidak disangka-
sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraagateatau tanpa pemakai
jalan lainnya mengakibatkan korban manusia ataugkan harta benda

Pengertian-pengertian klasifikasi korban dari lkdaan lalu-lintas
maupun kerugian materil adalah sebagai berkut :

a. Korban meninggal dunia adalah korban yang dipastikati sebagai

akibat kecelakaan lalu lintas, dalam waktu paliagnd 30 (tiga

puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
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b. Korban luka beratadalah Korban yang karena luka lukanya
menderita cacat tetap atau selama hidupnya tidak akkap lagi
melakukan perkerjaan jabatan atau berubah piketal) lebih dari
4 (empat) Minggu lamanya atau harus dirawat lelsih 80 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan atau gugurkandungan
atau luka luka lainya yang menurut visum dokteerditkan sebagai
luka berat.

c. Korban luka ringanadalah korban yang tidak termasuk dalam
pengertian korban meninggal dan korban luka berat.

d. Kerugian materiil adalah kerugian yang diakibatkan karena
kecelakaan lalu lintas yang dapat berupa keruspkda kendaraan
yang terlibat dan benda benda lainya yang terddipsekitar tempat

terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut

2. Pelanggran Lalu-lintas

Topik peraturan lalu lintas merupakan hal yang mikpaleh karena itu
peraturan tersebut merupakan taat hukum yang teautamengatur masalah-
masalah lalu lintas. Lagi pula merupakan suatu, clsehwa terdapat
kecenderunagan yang kuat akan luasnya peranaruizerdalu lintas di dalam
kehiduapan sehari-hari. Secara sadar maupun seg@ak sadar, warga
masyarakat berhadapan dengan segala macam aspglranerlalu lintas yang
semakin besar intensitasnya, sehingga semakin kapyda menimbulkan
masalah.

Tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita plermaelakukan

pelanggran terhadap lalu-lintas baik itu sengaga éidak disengaja. Untuk lebih
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jelasnya kita perlu mengetahui apa itu pelangg#ahn lintas, pelanggran lalu

lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang pamtentangan dengan

ketentuan peraturan perundangan-unadangan lalas lifalan sebagaimana

dimaksudkan dalam pasal 23 ayat 1 dan 2, pasay&4lehuruf a dan b Undang-

Undang No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas darkatag jalan.

Dalam suarat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Keten, Jaksa

Agung dan kepala Kepolisaian RI tanggal 22 DeserfiB82 dinyatakan terdapat

27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjiga (3) bagian yaitu :

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan adalah :

a.

Melanggar ketentuan persyaratan lampu, rem danaisgiangan bunyi
bagi kendaraan tidak bermotor.

Melanggar rambu-rambu perintah atau rambu-ramiaunggn.
Melanggar marka membujur garis utuh tunggal atadga
Melanggar marka melintang garis utuh sebagai eedeenti.
Melanggar ketentuan lampu-lampu isyarat dan adt-plemantul
cahaya.

Melanggar larangan melewati kendaraan lain dipgrailgan atau
perlintasan.

Melanggar larangan melewati kendaraan lain yangrgganemberi
kesempatan penyebrangan jalan.

Melanggar kewajiban untuk mendahulukan kendaraamg ya
mememiliki hak utama.

Melanggar larangan berhenti atau parkir ditempaiptg tertentu.
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3.

m.
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Melanggar menggunakan helm bagi pengemudi atau npeamg
sepeda motor atau mobil tanpa rumah-rumah.

Melanggar larangan membunyikan klason pada tenepapdt tertentu
yang dinyatakan dengan rambu-rambu.

Melanggar ketentuan penggunaan sirine.

Melanggar ketentuan batas kecepatan maksimum.

Klasifikasi jenis pelanggaran sedang adalah :

a.

b.

Kendaraan tanpa dilengkapi tanda bukti lulus bagbim bus, truk,
kendaraan umum dan truk gandeng.

Tidak menunjukan SIM (Surat ljin Mengemudi) sesketentuan.

Klasifikasi jenis pelanaggaran berat adalah :

a.

Melanggar ketentuan pengankutan orang atau barda§ tesuai
dengan peruntukannya

Melanggar persyaratan teknis dan layak jalan yanglipoiti

persyaratan lampu dan komponen pendukung bagi kaeada

bermotor.

Pelanggaran dapat ditinjau dari sudut si pelandgarditinjau dari akibat

yang ditimbulkan’?

fles

Ditinjau dari sudut si pelanggar, pelanggaran lialias dapat dibagi :

a.

b.

Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (satandiioggation).
Contoh : Pelanggaran tanda-tanda larangan paitiir,ds
Pelanggaran lalu lintas bergerak (Moving violation)

Contoh : melampui batas kecepatan.

12 Naning, RamdloniVienggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakatdan Disiplin
Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Bina llmu, Surabaya, 1983, him. 26
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2. Ditinjau dari akibat yang ditimbulkan, pelanggatalu lintas dibagi atas :
a. pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lau lintas.
b. pelanggaran yang tidak mengakibatkan kecelakaariiteaas.
Dari pengertian tersebut akan didapatkan unsurrysedanggaran peraturan
lalu lintas seperti berikut :
1. Adanya unsur-unsur perbuatan yang bertentanganadedgdang-undang
atau menyalahi rambu-rambu lalu lintas.
2.  Menimbulkan akibat hukum.

Jadi pengertian pelanggaran lalu lintas lebih pegika dibandingkan
dengan pengertian pelanggaran pada umumnya, hdisglbabkan karena ruang
lingkupnya lebih khusus hanya mengenai lalu lintas.

Mengenai ancaman pidana bagi pelanggarn lalaslitalam praktek
peradilan adalah pidana denda atau pidana kurunDatalam pelanggaran
peraturan lalu lintas terdapat dua golongan yaslanggaran peraturan lau lintas
yang dilakukan denagan unsur kesengajaan (delikisplolan pelanggaran
peraturan lalu lintas yang dilakukan dengan tiddenga unsuur kesengajaan
(delik Culpa)

Pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukdengan unsur
kesengajaan yang dimaksud disini adalah pelangggeay dilakukan oleh
pengemudi kendaraan atau pemakai jalan terhadagpupsmn yang berlaku secara
sengaja. Misalnya tidak membawa kelengkapan surat-s/ang diperuntukan
bagi dirinya sebagimana yang dimaksud dalam p&ayat 1 huruf ¢ Undang-

undang no 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dakwag jalan. Jadi dalam hal ini
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jelas ia mengetahui kemungkinan daripada akibad) yiperbuatnya dan ia harus

mempertanggung jawabkan.

Baik pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengamgaja maupun
kealpaan, diharuskan mempertanggung jawabkan periysakarena kesengajaan
dan kealpaan merupakan unsur dari kesalahaan.

Kesalahaan dalam arti yang seluas-luasnya telairi3 unsur, yaitu :

1. Adanya kemampuan pertanggungjawabkan pada si pémlananya
keadaan jiwa si pembuat harus normal.

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat denganug@rmya, yang
berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (cutpajisebut bentuk-bentuk
kesalahaan.

3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan id&u @da alasan
pemaaaf.

Yang termasuk pelangaran peraturan lalu lintasreehga banyak sekali,
tidak hanya menyangkut pemaki jalan raya yang memgigan kendaraan
bermotor saja, tetapi meliputi semua pemaki jal@mméasuk pengendara
kendaraan yang tidak bermotor dan pejalan kaki yaagggukana jalan raya itu
sendiri dimana tidak jarang dari mereka yang sermglakukan pelanggaran
terhadap lalu lintas.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu :

a. Pidana penjara hanya diancamkan pada tindak pldgahatan saja.

b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahaser(gajaan atau
Kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikdeh jaksa, sedangkan

jika menghadapi pelanggaran maka hal tersebut tgselukan.
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c. Tenggang waktu daluarsa, baik untuk hak menentukeupun hak
perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebilgkedaripada kejahatan
tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua.ta

Berkaitan dengan penjelasan diatas pelanggaranlitahs termasuk ke
dalam jenis-jenis tindak pidana. Namun pelanggdain lintas tidak termasuk
kedalam rumusan KUHP buku ke l1ll, karena permasaahengenai pelanggaran
lalu lintas diatur tersendiri yaitu diatur tersemgaitu diatur pada UU no 14 tahun

1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan besrtdpran pelaksanaanya yaitu

Peraturan Pemerintah no. 41, 42, 43, 44 tahun #08m hal ini belakasas lex

specialis derogat generalis.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan iges@biologis.
Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji perfahaa dari segi hukum,
sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untulgkaprpermasalahan dari
segi sosiologis, yang artinya dalam membahas piametersebut didasarkan pada
kenyataan-kenyataan yang ada di laparta®alam mengumpulkan data
diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengaantypembahasan, sehingga
lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan vate diperlukan.
Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan adalahukntnengetahui bagaimana
efektifitas programresposnsible riding yang dibuat oleh kepolisian untuk

menekan tingkat kecelakaan dan pelanggraan bagepdara roda dua.
B. Lokasi

Di dalam penelitian ini guna mendapat bahan hukamgyakurat penulis
mengambil data di Satlantas Polres Madiun karenwildiyah Madiun angka
kecelakaan tinggi hal ini disebabkan oleh adanyaimg@angan yang volumenya

cukup tinggi antara arus yang melintas ke Jawa dlerdan di wilayah lokal.

13 Bambang Sunggono, Metode Penelitan Hukum, P Ragfindo Persada, Jakarta,
1998, him. 43
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Daerah rawan laka lantas yaitu : Surabya — MadmarilB4 — 136 tanjakan widas

desa Petung, desa Pajaran kecamatan Saradan, fexbMaaliun®*

C. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalaia gaimer dan data
sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh deneditian di lapangan yang
terkait dengan efektifitas prograresponsible riding yang dibuat oleh
kepolisian untuk menekan tingkat kecelakaan damanggjaraan bagi
pengendara roda dua melalui wawancara langsung@deagponden.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dapustakaan berupa
literature dari buku, peraturan perundangan-undangag berkaitan
dengan permasalahan dalam penelitian, data arsip ddéa resmi

lainnya, browsing dari internet.
D. Sumber Data

1. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dang dengan
pihak-pihak yang terkait, antara lain dengan Kepsddlantas Polres

Madiun, kepala unit kecelakaan lantas dan staffaB@ Polres Madiun.

2. Data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustak@aipa literature
dari buku, peraturan perundangan-undangan yangaibemnk dengan

permasalahan dalam penelitian antara lain UU ndalidn 1992 tentang

14 Wawancara dengan Kasat lantas Polres madiun a@luAKP, tanggal 26 Februari
2009 .
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lalu lintas dan angkutan jalan, UU no. 2 tahun 2@8f2ang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintatuliti&gpindonesia
No 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, Peratiamerintah
Repunlik Indonesia No. 42 tahun 1993 tentang Péwseain Kendaraan
Bermotor Di jalan, Peraturan Pemerintah Republifofresia No. 43
tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas JdParaturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 1998tenKendaraan
dan Pengemudi, arsip di Satlantas Polres Madiutg dari stastistik
Satlantas Polres Madiun, data hasil laporan sejSksipsi), catatan-
catatan penting lainnya yang terkait dengan obyekelitian dan

browsing dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dari datamer dan data sekunder,

pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Teknik pengumpulan data primer menggunakan tekrakvamcara yang
dilakukan adalah dengan wawancara terarah yaitelifesudah mengatur
pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan membatasiek-aspek

permasalahan yang diperiksa.

2. Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan tekegustakaan
yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat damanfaatkan data
yang ada pada instansi yang berhubungan denganlitpdmsupa

dokumen, bahan laporan yang terkait dengan magadalelitian agar
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mendapatkan data dan informasi yang diperlukan ypgt mendukung

penelitian.
F. Polulasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh indieidw seluruh gejala
atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliau populasi adalah
keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yamgaSa Populasi dalam

penelitian ini adalah Polisi di Polres Madiun dam&endara roda dua.

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian darilggp&ampel pada
penelitian ini menggunakan teknpurposive sampling, yaitu cara pengambilan
responden yang didasarkan pada pemahaman dan dieterkdengan

permasalahan penelitian. Sampel penelitian inieddal
1. Kepala Satlantas Polres Madiun.
2. Kepala Unit kecelakaan Lantas Polres Madiun.

Responden awal yang akan di pakai dalam penelitigiang merupakan

informan kunci adalah 5 orang pengendara sepedar mot

G. Teknik Analisa Data

Adapun data yang telah dikumpulkan dilakukan dengemggunakan
metode deskriptif analisis yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian

dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatimpeé&n yang menjawab

15 Bambang Sunggono, opcit, him. 118
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permasalahan yang ada. Jadi metode ini mempefsgamyataan responden serta

kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS (@&,

SVLISYIAINDN



33

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM
1. Letak Geografis

Polres Madiun sebagai suatu lembaga atau organatsiah wadah
kerjasama orang-orang untuk mencapai tujuan yaladp titetapkan. Wilayah
hukum dari Polres Madiun adalah daerah-daerah yam@da di wilayah
Kabupaten Madiun.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 29 kdbopdi wilayah
Jawa Timur. Luas wilayah 1.010,86 Knatau 101.086 Ha, secara administratif
terbagi ke dalam : 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 188aD Secara astronomis
terletak pada posisi 7°12’ - 7°48'30 Lintang Selatan 111°25’45 - 111°51 Bujur

Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro

b. Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan KabupatewiNg
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo

d. Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk

Rekapitulasi daftar susunan personil Polres Madbgrdasrkan SK

Kapolri No.Pol : SKEP/07/1/2005,tanggal : 31-01-2@@bagi berikut :
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BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI POLRES MADIUN

KAPOLRES

WAKA

BAG OPS BAG BAG MIN
BINAMITRA
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/ PELAKSANA STAF
UR UNIT P3D UR TAUD
TELEMATIK DOKKES
UNSUR PELAKSANA STAF KHUSUS DAN PELAYANAN
SPK SAT SAT SAT SAT SAT
INTELKAM RESKRIM NARKOBA SAMAPTA LANTAS

UNSUR PELAKSANA UTAMA

POLSEK
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Keterangan :
a. Kepala Polisi Resort (Kapolres)

Pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertagggueb kepada
Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina damgagasi atau
mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam Imgku Polres, serta
memberikan saran pertimbangan dan melaksanakars tlaga sesuai
perintah Kapolda.

b. Wakil Kepala Polisi Resort (Wakapolres)

Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang&eiicoawah dan
bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres destumembantu
kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan meaidg@mndtugas-tugas
staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran poldes dalam batas
kewenangannya memimpin polres dalam hal kapolrebalsngan serta
melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

c. Bagian Operasional (Bag Ops)

Bag Ops adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaks@h polres
yang berada di bawah Kapolres. Bag ops bertugasyeteggarakan
administrasi dan pengawasan operasional, perentatea pengendalian
operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan pem@wtthanan dan pelayanan
atas permintaan perlindungan saksi atau korbarh&iga dan permintaan
bantuan pengamanan proses peradilan dan pengakiarsars lainnya.

d. Bagian Pembinaan Kemitraan (Bag Binamitra)
Bag Binamitra adalah unsur pembantu pimpinan ddekpana staf

polres yang berada di bawah Kapolres. Bag Binanmi&ndugas mengatur
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penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkanksaredan

penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentakgamanan

swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompaembina hubungan
kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau sokadl kemasyarakatan
dan instansi pemerintah, khususnya instansi Pobtas PPNS dan
pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daeralamdaangka

peningkatan kesadaran dan ketaatan warga wargaaraiay pada hukum
dan peraturan perundang-undangan, pengembangaanpangn swakarasa
dan pembinaan Polri-masyarakat yang kondusif bagmksanaan tugas
Polri.

Bagian Administrasi (Bag Min)

Bag Min adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksaaf polres
yang berada di bawah Kapolres.Bag Min bertugas eienggarakan
penyusunan rencana atau program kerja dan anggpesmbinaan dan
administrasi personel, pelatihan serta pembinaaradministrasi logistik.
Urusan Telekomunikasi informatika (Ur Telematika)

Ur Telematika adalah unsur pelaksana staf khusliesPgang berada di
bawah Kapolres. Ur Telematika bertugas menyeleaggar pelayanan
telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan datda spenyajian
informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanautimedia.

Unit Petugas Penegak Pelanggaran Disiplin (Unit)P3D

Unit P3D adalah unsur pelaksana staf khusus polaeg berada di

bawah Kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggaralkeayanan

pengaduan masyarakat tentang penyimpangan pedé&ktindakan anggota
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Polri da pembinaan disiplin dan tata tertib, terakagengamanan internal,
dalam rangka penegakan hukum pemuliaan profesi.
Urusan Kedokteran Kesehatan (Ur Dokkes)

Ur Dokkes adalah unsur pelaksana staf khusus pghrg berada di
bawah Kapolres, yang pembentukannya ditetapkanatesgrat keputusan
Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat partgnggung jawab
dalam pembinaan Polri. Ur Dokkes bertugas menyegmdan fungsi
kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung peafeen tugas
operasional Polri dan pelayanan kesehatan persobailk dengan
menggunakan sumber daya yang tersedia maupun imaghsama dengan
pihak lain.

Tata Usaha Dalam (Taud)

Taud adalah unsur pelayanan Polres yang beradaveahb Kapolres.
Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan perkantde@arsipan,
dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau napakebersihan dan
ketertiban termasuk melaksanakan admninistraspbpetsdan materiil atau
logistik di lingkungan Polres.

Satuan Pelayanan Kepolisian (SPK)

SPK adalah unsur pelaksana utama Polres yangi teéadirtiga unit dan
disusun berdasarkan pembagian waktu (plug/shifigyleerada di bawah
Kapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kégolisepada warga
masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerini@a penanganan
pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaatuapgpertolongan

kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaandahdan pengamanan
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barang bukti yang berada di Mapolres dan penye@esgberkara
ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuankurh dan
peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam)

Sat Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polresh@ada di bawah
Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakanbawa fungsi
intelijen bidang keamanan, termasuk persandian,pgamberian pelayanan
dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkahg asing, senjata
api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik medsat dan Surat
Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/Criminal Recdef)ada warga
masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pesgalp@ngamanan
atas pelaksanaannya.

Satuan Reserse Kriminalitas (Sat Reskrim)

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana utama padasBe@ing berada di
bawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas menyelenggafmlembina fungsi
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengaremberikan
pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelamaja, anak dan
wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikaik untuk kepentingan
penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenkgyarkoordinasi
dan pengawasan operasional dan administrasi p&agidPPNS, sesuali
ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Satuan Nakotika dan Obat Berbahaya (Sat Narkoba)
Sat narkoba adalah unsur pelaksana utama padas Ripkee’Al” "A2”

dan "B1” yang merupakan pemekaran dari Sat Resttamberada di bawah
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Kapolres. Sat narkoba bertugas memnyelenggarakenima fungsi
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotikean obat berbahaya
(Narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dadengka pencegahan
dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.

Satuan Kesamaptaan (Sat Samapta)

Sat Samapta adalah unsur pelaksana utama Polrgdgeada di bawah
Kapolres. Sat Samapta bertugas menyelenggarakamimemfungsi
kesamaptaankepolisian/tugas polisi secara umum pgsgamanan objek
khusus, termasuk pengambilan tindakan pertamangpaekejadian perkara
dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalisassan dan
pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsaanalesty dalam
rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyara
Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)

Sat Lantas adalah unsur pelaksana utama Polresbgada di bawah
Kapolres. Sat Lantas bertugas menyelenggarakan/marfungsi lalu lintas
kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengawalam, @atroli, pendidikan
masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi ddentifikasi
pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakahn lintas dan
penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna rileane keamanan.

Ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Polisi Lalu Lintas
a. Visi dan Misi Polisi Lalu Lintas
Visi Polisi Lalu Lintas adalah menjamin tegaknyakin di

jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman getayanan
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masyarakat yang demokratis sehingga terwujud keamdetertiban
dan kelancaran lalu lintas.

Misi Polisi Lalu Lintas adalah mewujudkan masyataka
pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantdsmgae
pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalamgiatke
pendidikan masyarakat lalu lintas, penegakan hukahm lintas,
pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan tifleasi kendaraan
bermotor dan pengemudi.

Tugas Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kotaand
mewujudkan susunan pegawai-pegawai polisi yang ushileertugas
mengatur dan mengawasi lalu lintas di jalan-jalanumn.pegawai-
pegawai diperkerjakan pada :

1) Pos-pos lalu lints (yang bersifat tetap atau seanant
2) Polisi lalu-lintas bersepeda
3) Brigade bermotor

Pos-pos lalu lintas harus dibatsi, sehingga hasygat-tempat
yang sungguh-sungguh memerlukan diberikan.

Dalam hal ini diperhatikan keadaan setempat dengan
mengingat antara lain :

1) Pos harus diadakan dipersimpangan jalan-jalan.
2) Banyaknya lalu lintas.
3) Waktu manakah banyak lalu lintas.

4) Berapa banyakkah jalan yang bertemu di suatu tempat
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5) Dapat atau tidaknya lalu lintas diatur dengan ralekanik.

Pada umumnya pos-pos dijaga agen Polisi atau Koamand
muda. Dan dalam beberapa hal khusus oleh Komandarpambantu
Inspektur Polisi. Apabila dipandang perlu ditempatkli suatu tempat
di samping pegawai yang mengatur lalu lintas, lagi pegawai yang
dapat memeriksa di tempat, jika perlu, atau merkaeripetunjuk-
petunjuk kepada khalayak ramai.

Polisi lalu lintas sepeda motor merupakan tenagage
cadangan untuk digerakan dengan cepat :

1) Untuk menutup jalan-jalan pada waktu kebakaran dan
kecelakaan besar di jalan umum dengan cepat.

2) Untuk berpatroli, mengantarkan kendaraan-kendayaag di
kira mempunyai muatan lebih dari berat yang diiamkke
tempat penimbangan.

3) Mengatur, menjaga arak-arakan, demonstrasi damaelya.
Brigade bermotor merupakamobile bride dari polisi lalu lintas

yang anggotannya tak banyak jumlahnya, tugasnya y4i

1) Melakukan pengawasan terhadap kecepatan kendaraan-
kendaraan bermotor di tempat-tempat yang diberibag¢asan
kecepatan.

2) Menjalankan pengawalan dan buka jalan

3) Menyampaikan berita-berita cepat dalam hal-hal hiesa.

16 H.S.Djajoesman, opcit, him. 51
7 1bid
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Pekerjaan administrasi yang dilakukan bagian lahtas
mempunyai tugas, yaitu®
1) Menguji mereka yang memerlukan surat izin untuk

menjalankan kendaraan bermotor.

2) Memberi surat izin unutk pengendara dan kendaraaddaan
bermotor dan menyelenggarakan tata usaha

3) Menyelenggarakan statistik tentang banyaknya lalad dan
jumlah kecelakaan lalu lintas dan sebagianya.

Tugas utama dari polisi lalu lintas dapat dibagiana 2
golongan yang besar ialah operatif dan admini§tidgingan perincian
sebagai berikut*?

1) Operatif

a) Meneriksa kecelakaan lalu lintas.

b) Megatur lalu lintas.

c) Menegakan hukum lalu lintas
1) Administratif

a) Mengeluarkan surat izin mengemudi

b) Mengeluarkan surat tanda nomor kendaraaan bermotor

c) Membikin stasistik / grafik dan pengumpulan sematd

yang berhubungan dengan lalu lintas.

18 H.S.Djajoesman, opcit, him. 52
Ibid, him. 53
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3.  Struktur Organisasi Satlantas Polres Madiun

Polres Madiun sebagi suatu lembaga atau organ@dsiah wadah
kerjasama orang-orang untuk mencapai tujuan yalay ttetapkan. Untuk itu
perlu suatu struktur organisasi yang lebih baik darib. Hal ini bertujuan
mempermudah pengelolaan atau sistem manajemen i&iapoyang tepat guna,
mendukung kelancaran proses kegiatan atau progragngm yang telah
dirancang sehingga dapat terkoordinir dan terosgasecara sistimatis. Hal ini
diwujudkan dalam bentuk pembagian tugas dan furagknya kejelasan
wewenang dan status dari masing-masing bagian déambaga Kepolisian
Resort Madiun serta mempermudah dalam pencapasdrateu target yang ideal.

Masalah pelanggaran dan kecealakaan lalu lintaspakan kewenangan
dari Satuan Lalu lintas. Satuan lalu lintas inedalmelaksanakan tugasnya dibagi
menjadi unit-unit tersendiri. Berikut ini struktwrganisasi Satuan Lalu Lintas

Polres Madiun.



BAGAN 2

STRUKTUR ORGANISASI SATLANTAS POLRES MADIUN

KASAT LANTAS

KAUR MIN OPS
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KANIT DIKYASA KANIT PATROLI

KANIT REG IDENT

KANIT LAKA

UNIT SIM

UNIT STNK

UNIT BPKB

Keterangan :

a. Kasatlantas (Kepala Satuan Lalu Linta

S)

Kasatlantas Polres Madiun di pimpin oleh AKP Purwadempunyai

tugas yaitu mengajukan pertimbangan dan saran &efapolres mengenai

hal-hal yang berhubungan dengan lalu lintas databggung jawab atas

pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolresndaklaksakaan tugas

kewajibannya di bantu oleh Kaur Min Ops.

b. Kaur Min Ops (Kepala Urusan Administrasi Operasipmaempunyai tugas

sebagai berikut:

1) Mengurusi segala administrasi yang berhubungan aferiglu

lintas.
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2) Kordinator staff lalu lintas dalam rangka melaksam
merencanakan serta melaporkan kegiatan.
3) Menyelenggarakan dan merencanakan operasiondintds.
Kanit Dikyasa ( Kepala Unit Pendidikan Dan Rekaypsaempunyai tugas
sebagai berikut:
1) Memberikan pendidikan kepada masyarakat yang larkdengan
lalu lintas.
2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penerekggada
pengguna jalan.
Kanit Patroli (Kepala Unit Patroli)

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dalamgkaapreemtif,
preventif dan represif pada pengguna jalan (pengatupenjagaan,
pengawalan dan patroli).

Kanit Reg Ident (Kepala Unit Registrasi dan Idekai$i)

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan regiskasdaraan
bermotor dan pengemudi kendaraan bermotor (SIM, KKSTBPKB, plat
nomor kendaraan).

Kanit Laka (Kepala Unit Kecelakaan)

Mempunyai tugas menangani kejadian kecelakaan liabas yang

terjadi dan menyelenggarakan penyidikan kecelakahn lintas dalam

rangka penegakan hukum.
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4. Realita Kasus Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Linte 45 Hari

sebelum Dilaksanakannya ProgranResponsible Riding

Realita kasus pelanggaran dan kecelakaan lalis lofitavilayah kabupaten
Madiun 45 hari sebelum dilaksanakannya Progfesponsible Riding dapat
dilihat dari data-data yang ada dibawah ini, yatulai tanggal 25 Juli sampai
dengan 7 September 2008, yakni mengenai data keeglaliblack spot terapi,
data kecelakaan bukan loliack spot terapi dan data jenis pelanggaran. Adapun
jenis-jenis data yang diperoleh sebagi berikut :

Situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan dee@m lalu lintas

(kantibcar lantas) 45 hari sebelum prograsponsible riding

a. Data kecelakaan lalu lintas dilack spot terapi 45 hari sebelum
dilaksanakannya prograrResposnsible Riding 2008 (tgl 25 Juli s/d 7

September 2008) sebagai berikut :



a7

TABEL 1

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS DI BLACK SPOT TERAPI

45 HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PROGRAM

RESPONS BLE RIDING TAHUN 2008

NO | KESATUAN | JUMLAH KORBAN
KEJADIAN ™ \ip LB LR |KERMAT
1 | POLRES 3 4 : f 5.600.000
MADIUN
3 4 ] 1 5.600.000

Sumber : Data sekunder, Polres Madiun, 2008, filiallah

Keterangan :

1) MD : Meninggal Dunia
2) LB : Luka Berat

3) LR : Luka Ringan

4) KERMAT : Kerugian Materiil

5) Black spot terapi : Daerah yang dianggab oleh satlantas Polres Madiun
merupakan daerah rawan terjadinya kecelakaan deggagan lalu lintas
sehingga diperlukanaya pengawasan yang tinggiS#dlantas Polres Madiun.
Black spot terapi yang ditunjuk oleh Satlantas Polres Madiun Yadlur
Surabaya-Madiun Km 134-136 tanjakan Widas Ds. Rgtls Pajaran Kec.

Saradan, Kab. Madiu.

2 Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Rakim IPTUdgahg3 Mei 2009.
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Pada data diatas terlihat bliack Spot terapi 45 hari sebelum program

Responsible Riding 2008 (tanggal 25 Juli s/d 7 September 2008) tetd&p

kejadian kecalakaan yang menyebabkan 4 orang ngalirdunia dan 1 luka

ringan. Sedangkan jumlah kerugian materiil yangeudid baik oleh korban

maupun pelaku yaitu sebesar Rp. 5.600.000

b. Data kecelakaan lalu lintas 45 hari sebelum dilakkannya program
Responsible Riding 2008 ( tanggal 25 juli s/d 7 September 2008 ) gaba
berikut :

TABEL 2
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS
45 HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PROGRAM
RESPONS BLE RIDING TAHUN 2008
NO | KESATUAN | JUMLAH KORBAN
RELADWARN (s D LB LR |KERMAT
1 POLRES 25 13 - 37 71.200.000
MADIUN
25 13 - 37 71.200.000

Sumber : Data Sekunder, Polres Madiun, 2008, filiallah

Keterangan :
1) MD : Meninggal Dunia
2) LB : Luka Berat

3) LR : Luka Ringan
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4) KERMAT : Kerugian Materiil

Pada data diatas terlihat angka kecelakaan 4b se@#elum program
Responsible Riding 2008 (tanggal 25 Juli s/d 7 September 2008) tetd2p
kejadian kecelakaan yang menyebabkan 13 orang ggalimunia dan 37 luka
ringan. Sedangkan jumlah kerugian materiil yangedid baik oleh korban

maupun pelaku yaitu sebesar Rp. 71.200.000.

c. Data jenis pelanggaran lalu lintas 45 hari sebalilaksanakannya kegiatan
Responsible Riding 2008 (tanggal 25 Juli s/d 7 September 2008) sebaga
berikut :

TABEL 3
DATA JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS
45 HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PROGRAM

RESPONS BLE RIDING TAHUN 2008

N O. JENIS PELANGGARAN JUMLAH
1. SYARAT KELANGKAPAN 73 KALI
2. RAMBU / MARKA 290 KALI
3. SURAT — SURAT 250 KALI
4. MUATAN 83 KALI
5. KECEPATAN 53 KALI
6. LAIN - LAIN 155 KALI

JUMLAH 950 KALI

Sumber : Data Sekunder, Polres Madiun, 2008, titialiah
Pada data diatas terdapat sejumlah jenis pelamggang dilakukan oleh

pengendara 45 hari sebelum dilaksanakannya progegponsible Riding 2008
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(tanggal 25 Juli s/d 7 September 2008). Jenis-j@elmnggaran tersebut berupa :
1) Syarat kelengkapan kendaraan bermotor sebanyadliz3 k

2) Rambu atau marka jalan sebanyak 290 kali.

3) Surat — surat kendaraan bermotor sebanyak 250 kali.

4) Muatan sebanyak 83 kali.

5) Keceapatan sebanyak 53 kali.

6) Lain-lainya sebanyak 155 kali.

Jumlah dari kesemua pelanggaran tersebut yaitk&b0

Dari berbagai macam data-data di atastddipmbil kesimpulan bahwa di
wilayah kabupaten Madiun 45 hari sebelum diadakanprpgramResponsible
Riding tingkat kecelakaan baik itu dBlack Spot Terapi maupun secara
keseluruhan cukup tinggi kesemuanya berjumlah 2@&dien serta kerugian
materiilnya mencapai Rp 76.800.000 (tujuh puluhnenpata delapan ratus ribu
rupiah).

Berdasarkan data diatas juga dapat disimpulkanw®ali wilayah
Kabupaten Madiun 45 hari sebelum dilaksanakanny@gsam Responsible
Riding tingkat pelanggarannya juga cukup tinggisdiauanaya berjumlah 950
kali dan yang paling banyak dilanggar oleh paragpadara yaitu pelanggran

mengenai rambu — rambu lalu lintas dan marka jsédranyak 290 kali.

B. PELAKSANAAN PROGRAM RESPONSIBLE RIDING Dl
WILAYAH HUKUM POLRES MADIUN
ProgramResponsible Riding merupakan program yang digagas oleh Dit

Lantas Polda Jawa Timur yang kemudian diinstruksikapada setiap jajaran
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Polwil dan Polres daerah di Jawa Timur, salah satiadalah Polres Madiun.
programResponsible Riding ini merupakan program dan kampanye lanjutan dari
program sebelumnya, yaitu Safety Riding.

Responsible Riding dapat diartikan sebagai mengemudi yang bertanggung
jawab, dengan menumbuhkan rasa saling menghargandayadari bahwa jalan
ini merupakan milik bersama, sehingga tidak pedling serobot dan merasa
dirinya adalah prioritas utama di jafan

Satlantas Polres Madiun dan segenap jajarannyaksalakan kegiatan
Responsible Riding tahun 2008 mulai tanggal 8 September sampai detagagal
22 Oktober 2008 (selama 45 hari), dengan sasaraekae terjadinya kecelakaan
dan pelanggaran lalu lintas, meningkatkan kuap&sgemudi dan meningkatkan
disiplin dalam berlalu lintas dengan mengedepankagiatan preemtif dan
preventif sehingga akan terciptanya situasi keamakeselamatan, ketertiban
dan kelancaran lalu lintas (Kantibcar lantas) yamgn, tertib dan lancar.

Dasar hukum dari prograrResponsible Riding yang digelar oleh Sat
Lantas Polres Madiun adalah :

1. Surat Telegram Kapolda Jatim No. Pol : ST/730/IX&Dit Lantas tanggal 8
September 2008 tentang Rapat Kordinasi Persiapagrdn Responsible
Riding di Jajaran Polda Jatim.

2. Surat Telegram Kapolda Jatim No. Pol : ST/251/1X&Dit Lantas tanggal 8
September 2008 tentang Pelaksanaan Pro&esponsible Riding di Jajaran

Polda Jatim tanggal 8 September sampai dengan &b&k2008.

%L Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Madiun @@ifKP, tanggal 26 Februari
2009 .
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3. Surat Perintah Kapolres Madiun No. Pol : Sprin/87@008 tanggal 8
September 2008 tentang Perintah Pelaksanaan Prégsponsible Riding di
Jajaran Polres Madiun.

Tujuan dari dilaksanakannya progr&esponsible Riding ini adalah :

1. Terciptanya situasi keamanan, keselamatan, kedartdan kelancaran lalu
lintas (Kantibcar lantas) yang aman, tertib dancdanserta menekan
kecelakaan lalu lintas di daerah rawan laka lantas.

2. Meningkatkan disiplin masyarakat serta menguraingikat pelanggaran lalu
lintas terutama bagi pengemudi bermotor.

3. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap Pehgah terbentuknya
opini dan citra simpatik dalam berlalu lintas.

4. Menurunnya tingkat kemancetan dan kesemrawutartifdis.

Adapun isi dari programesponsible riding adalah :

1. Tidak berkendara secara zig-zag.

Berkendara secara zig-zag yaitu berkendara mekikekiri dan
kekanan secara ugal-ugalan atau tidak beraturang®felarai secara zig-
zag biasanya dilakukan oleh pengedara karena peagenergesa-gesa
ingin sampai di tempat tujuann$a.

Tujuan dari pengendara tidak boleh untuk berkendacara zig-
zag yaitu agar pengendara lain dapat berkendararaseg/aman dan

tenang, sehingga adanya rasa menghargai dan kelaensali jalan.

%2 \Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Madiun @@ifKP, tanggal 28 Februari
20009.
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Tidak mengemudi dengan kecepatan tinggi
Berkendara dengan kecepatan tinggi menjadi faktmma dalam
kecelakaan lalu lintas. Sangatlah penting untuk geghui bahwa
mengemudi pada kecepatan yang tidak sesuai dapabené&an resiko
bagi kita dan pengguna kendaraan lainya. Kecepgdag tidak sesuai
dibagi dalam :
a. Mengemudi pada kecepatan yang tidak diperbolehkan.
Contoh : mengemudi lebih cepat dari pada bataspke¢ae yang
diizinkan atau yang tertera pada rambu-rambu Iatad.
b. Mengemudi pada kecepatan yang tidak sesuai merigkugalisi
jalan dan lalu lintas.
Contoh : faktor cuaca dan lalu lintas yang padat.
Alasan mengapa resiko kecelakaan meninggal jika #alam
kecepatan tinggi karena :
a. Kita mememiliki sedikit untuk memperhatikan bahagseperti
adanya anak yang menyeberang di depan kita)
b. Semakin jauhnya jaraknya pengereman yang kita katuh
c. Kita akan kehilangan kendali kendraan.
contoh : pengereman pada saat kita berada di t&ung
solusi yang bisa dilakukan adalah :
a. Tetap pada kecepatan yang telah terpampang di jalan
b. Perhatikan perubahan batas kecepatan yang diizinkan
c. Jika kita menurunkan kecepatan lihatlah spidometertuk

memastikan kita telah benar-benar menurunkan kéemepa
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d. Jangan memotong lajur truk, karena truk membutuh&eak yang
panjang untuk berhenti.

3. Memberi tanda ketika pindah jalur (nyalakan lampu sein)

Manfaat dari menyalakan lampu sein yaitu dinyatakada saat
kendaraan akan membelok atau pindah jalur, itu fudek dinyalakan
mendadak, tapi sudah harus dinyalakan kurang lpbifla jarak 50m
sebelum belok atau pindah jalur. Hal ini bertujsapaya pengendara lain
bisa menyesuaikan kecepatan, jarak, dan keadaan tagk terjadi
tabrakan

Cara-cara yang aman untuk membelok, cukup sopantidak
melanggar peraturan sebagai beriktit :

a. Adakan persiapan untuk membelok sebelum kendaraspas ke
tempat belokan. Jangan sekali-kali mengambil kegautunendadak
untuk membelok, tingkatkan pengamatan selalu waspad

b. Masuk pada jalur atau lajur yang tepat pada tenkat akan
membelok. Apabila kita mau membelok ke kanan, ukaygauh-
jauh sebelumnya ke lajur kiri. Harus yakin bahwaikdahan kita
dari jalur atau lajur sudah benar-benar aman.

c. Sebaiknya kurang lebih 50 meter sebelum membelakials
memberikan lampu isyarat (lampu sein). Pasanglabs téampu
iIsyarat ini sampai di tempat kita membelok atau otam Tanda-
tanda isyarat ini diberikan agar pejalan kaki gtangemudi lainya

mengetahui bahwa kita akan membelok. Kedua tangamsh

% Spedarsono DaemawaRgtunjuk Mengendarai Kendaraan Dengan Aman Dan

Mengenal Masalah-Masalah Lalu Lintas, Pusat Pndidikan Lalu Lintas Polri Primer Koperasi
Kepolisian, Jakarta, 1995, him. 126
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dipergunakan pada waktu memutar kemudi, jangan rakekb
dengan mempergunakan satu tangan saja. Apabilalukae saja,
pergunakan tuter atau klakson untuk membuat pejakaki atau
pengguna jalan lain selalu waspada.

d. Apabila sudah terdapat iringan kendaraan yang meygiumaksud
sama untuk membelok, ikutilah berada di belakangl&san yang
terakhir. Jangan sekali-kali memotong, di sampirggimahayakan,
justru melambatkan jalanya.

e. Perlambat kecepatan apabila akan membelok, jang&ali%al
menginjak rem pada waktu membelok atau menginjalalgeopling
pada waktu sedang membelok.

f. Selesaikan tugas membelok ini untuk kembali pajdia Y@ng benar.

g. Kita harus benar-benar yakin, bahwa situasi suéalamkbenar aman
untuk membelok. Terlebih dahulu di chek ke depamiddian ke
belakang, kesamping terhadap kendaraan-kendagaayaldan
pejalan kaki, demikian halnya pada situasi jalaelak mengadakan
belokan.

h. Setiap kali mau membelok, harus kita prioritaskeendaraan-
kendaraan yang datang dari arah depan dan sedamgumarus.
Biasanya kendaraan yang mau membelok tidak sabaugga
akibatnya malahan kemancetan.

Pengaturan mengenai cara-cara pengemudi diatudathm

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang akead dan

pengemudi yaitu pasal 59.
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Pejalan kaki Menyeberang di jembatan penyeberaran atau zebra
Croos

Tujuan dari diharuskannya pejalan kaki menyelgedirjembatan
penyeberangan adalah agar keselamatan dari péjakardapat terjamin
hal ini disebabkan karena pejalan kaki adalah pemggalan yang paling
lemah secara fisik. Keselamatan pejalan kaki dicakan dan diperjelas
pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentangitgsldan angkutan
jalan.

Pada Bab VII Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentata
cara berlalu lintas pasal 22 ayat (1), menyebutkatuk keselamatan,
keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dagkutan jalan
ditetapkan ketentuan — ketentuan pada huruf g,lagaripengemudi
terhadapkan pejalan kaki yang akan diatur lebilutaslengan Peraturan
Pemerintah.

Pada pasal 23 ayat (1), huruf b, menybutkang@audi
kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kenddraamotor di
jalan wajib mengutamakan mengutamakan keselamajalap kaki.

Kewajiban — kewajiban bagi pejalan kaki diatur judalam
Undang — Undang 14 tahun 1992. pasal 26 ayat (hyatakan bahwa
pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan damyebrang pada tempat
penyebrangan yang telah disediakan bagi pejalan yealg akan diatur

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
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Ada beberapa saran preventif untuk pejalan Kaki

a. Pergunakan trotoar atau tempat unutk pejalan kakgan berjalan
dengan punggung membelakangi lalu lintas. Biasdksat ke
kekanan dan ke kiri sebelummasuk ke jalan.

b. Apabila tidak ada trotoar atau tempat untuk pejdtaki, harap
jalan di sebelah paling kanan jalan. Lebih amarulurderjalan
dengan dapat melihat lalu lintas yang akan datang.

C. Biasakan pejalankaki untuk memakai baju warna teinvaktu
malam.

MPU / taxi dan Roda dua menggunakan lajur kiri progaram

kanalisasi ).

MPU / taxi dan Roda dua menggunakan lajur kimogaram
kanalisasi) ini merupakan lanjutan dari programegghbnya. Adapun
tujuan dari program kanalisasi ini adalah untuk gueangi kemancetan.
Gunakan halte untuk naik dan turun angkutan umum

Berbicara mengenai transportasi dengan bus umebagai
motornya, maka kita harus berbicara soal halteel&@®tterminal, halte
adalah bangunan yang harus didirikan untuk memuwdahkasyarakat
mencapai dan menggunakan bus yang beroperasi. Dgrgggempatan
halte yang baik, pengguna bus umum dapat turunndan bus dekat
lokasi kegiatannya.

Dengan halte yang terawat dan dirancang dengan pargguna

halte dapat nyaman menunggu datangnya bus dengmryang mereka

%4 Spoedarsono Daemawan, Opdilm. 146
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harapkan, dapat turun dari bus tanpa bersusah pdgmtakut terkilir,
ataupun hanya sekadar duduk berteduh dari panasigadan lebatnya
hujan.

Selain itu Tujuan utama digunakannya halte yaitaragalon
penumpang pada saat naik dan turun dari angkutamuginus/Angkutan
kota) tidak pada sembarang tempat sehingga tidalggasmggu kendaraan
yang ada di belakangannya ataupun yang beradanghirsgnya, sehingga
kecelakaan lalu lintas dapat ditanggulangi.

Jangan Mengemudi Sambil Berponsel

Berponsel pada waktu mengemudi dapat menyebabkeepdara
sulit berkosentrasi dalam menjalankan kendaraangakipun mereka
telah menggunakan handsfree. Jika kita sedang rmtaka tentunya kita
membuhtuhkan konsentrasi, bila kegiatan berkenkiaaditambah lagi
dengan kegitan menerima telepon, tentunya akan ebabkan
terpecahnya konsentrsi dan dapat membahayakanlapamakita serta
dapat memicu kecelakaan di jalan.

Kondisi di mana kita sangat berbahaya saat menepanggilan
telepon pada saat berkendaraa antaradain :

a. Kondisi jalan seperti, persimpangan, pada saatgadat atau pada
saat ada proyek pembangunan di jalan.
b. Kondisi berkendara yang membutuhkan konsentrasersegada

saat mendahului dan pada saat berbelok.

% Spedarsono Daemawan, Opcit, .Jakarta him. 146
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c. Kondisi cuaca seperi, hutan atau kabut yang dapaumnkan daya
pandang.
Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi resikgbesel pada
saat mengemudi antara lain :
a. Menghubungi operator agar mengaktifkan layanal box pada
nomor ponsel kita, agar si penelepon dapat menikggaesan.
b. Jika memungkinkan, kita dapat menepikan kendaraigm dan
menerima panggilan dari ponsel kita.
c. Tinggalkan pesan bahwa kita akan menghubungi siepae bila
kita selesai berkendara atau telah samapi di tujuan
Dasar hukum dari larangan penggunaan ponsel pada sa
berkendara adalah Undang-Undang No 14 tahun 1994 P8 ayat 1 dan
pasal 60 ayat 1.
8. Nyalakan lampu meskipun siang hari untuk kendaraarroda dua.
Menyalakan lampu meskipun pada siang hari bagi &e@h roda
dua adalah bertujuan untuk memberi tanda bagi keadadidepannya
atau ketika berpapasan dengan kendaraan lain gehipgngendara
kendaraan yang lain akan lebih memperhatikan daturiga akan lebih
berhati-hati.
Demi suksesnya programesponsible Riding tersebut, Satlantas Polres
Madiun tidak henti-hentinya melakukan sosialis&pdda masyarakat. Dalam hal

ini sosialisasi adalah sebuah proses penanamariratesfier kebiasaan atau nilai
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dan aturan dari satu generasi ke generasi lainajamdsebuah kelompok atau
masyarakat®
Sosialisasi tentangesponsible Riding tersebut bertujuan agar masyarakat
dapat memahami dan menjalankan progResponsible Riding dengan baik dan
lancar. Sosialisasi tentarfgesponsible Riding yang dilakukan oleh Satlantas
Polres Madiun sebagai berikut :
TABEL 4
CARA — CARA SOSIALISASI TENTANG RESPONSBLE RIDING
YANG DI LAKUKAN OLEH

SATLANTAS POLRES MADIUN

NO KEGIATAN JUMLAH
1. | Pemasangan spanduk 75 kali
2. | Pemasangan pamflet 350 kali
3. | Pemasangan bardner 65 kali
4. | Penerangan media cetak 19 kali
5. | Penerangan melalui media elektronik 66 kali

6. | Pemberian brosur tertib belalu lintas kepada

masyarakat, wajib pajak dan pemohon Sim,
penumpang bus, MPU, ojek, kendaraan pribadi |dan

sepeda motor tersebar 800 buah 12 kali

Sumber : data sekunder, Polres Madiun,2008, diolah.
Berdasarkan data di atas yang diperoleh penulisumekan bahwa

sosialisasi tentangResponsible Riding telah banyak dilakukan oleh Polres

% Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Madiun a@@ifkP , tanggal 26 Februari
20009.



61

Madiun, cara yang paling banyak digunakan yaitugdencara pemasangan
pamflet karena sosialisasi dengan pemasangan painflésa lebih efektif untuk
mengenalkan prograrResponsible Riding pada seluruh masyarakat Kabupaten
Madiun karena dapat dengan mudah dibaca oleh panggpna jalan, dan
tentunya juga dengan cara tersebut dapat menghenzafa.

Hasil yang dicapai setelah dilaksanakannya ProdRaesponsible Riding
2008 di wilayah Kabupaten Madiun selama 45 hariati@ihat dari data-data
dibawah ini yaitu mulai tanggal 8 september 2008 =8 dengan 22 oktober
2008. yakni mengenai data kecelakaan lalu lintablaick spot terapi, data
kecelakaan lalu lintas bukanlliack spot terapi melainkan keseluruhan dan data

jenis pelanggaran.Adapun jenis-jenis data yangrdigle sebagi berikut :

1. Data laka lantas dilack spotterapi 45 hari selama dilaksanakan kegiatan
Rsponsible Riding 2008 (tanggal 8 September s/d 22 Oktober 200&g=eb

berikut :
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TABEL 5
DATA KECALAKAAN LALU LINTAS
DI BLACK SPOT TERAPI 45 HARI SELAMA

DILAKSANAKANNYA PROGRAM RESPONSBLE RIDING TAHUN 2008

NO | KESATUAN JUMLAH KORBAN

LAKA MD |LB LR | KERMAT

1. POLRES MADIUN N I H I L

Sumber : data sekunder, Polres Madiun, 2008, tiizikh

Keterangan :

a. MD : Meninggal Dunia
b. LB : Luka Berat

c. LR : Luka Ringan

d. KERMAT : Kerugian Materiil

e. Black spot terapi : Daerah yang dianggab oleh Satlantas Polres Madiun
merupakan daerah rawan terjadinya kecelakaan deggagan lalu lintas
sehingga diperlukanaya pengawasan yang tinggiS#dlantas Polres Madiun.
Black spot terapi yang ditunjuk oleh Satlantas Polres Madvaitu jalur
Surabaya-Madiun Km 134-136 tanjakan Widas Ds. Rgts Pajaran Kec.

Saradan, Kab. Madiufi.

2"Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Rakim. IPTidgah23 Mei 2009.
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Pada data diatas terlihat bahwa hiiack Spot terapi 45 hari selama
dilaksanakanya prograrfResponsible Riding 2008 (tanggal 8 September s/d 22
Oktober 2008) jumlah kecelakaan dan kerugian miatemg diderita baik oleh
korban maupun pelaku mengalami penurunan yang sdragis yaitu Nihil atau

tidak ada sama sekali.

2. Data kecelakaan lalu lintas 45 hari selama dilakisannya program
Responsible Riding 2008 (tanggal 8 September s/d 22 Oktober 200&gseb
berikut :

TABEL 6
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS
45 HARI SELAMA DILAKSANAKANNYA PROGRAM

RESPONS BLE RIDING TAHUN 2008

NO | KESATUAN JUMLAH KORBAN

LAKA MD | LB LR | KERMAT

1. POLRES MADIUN N I H I L

Sumber : data sekunder, Polres Madiun, 2008, tiizlkh

Keterangan :
a. MD : Meninggal Dunia
b. LB : Luka Berat

c. LR : Luka Ringan
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d. KERMAT : Kerugian Materiil

Pada data diatas terlihat jumlah kecelakaan 45i hsglama
dilaksanakannya prografResponsible Riding 2008 (tanggal 8 September s/d 22
Oktober 2008) jumlah kecelakaan dan kerugian miatemg diderita baik oleh
korban maupun pelaku mengalami penurunan yang sdragtis yaitu Nihil atau

tidak ada sama sekali

3. Data jenis pelanggaran Lalu Lintas 45 hari selaifekshnkannya program
Responsible Riding 2008 (tgl 8 September s/d 22 Oktober 2008) sebagai
berikut :

TABEL 7
DATA JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS
45 HARI SELAMA DILAKSANKANNYA PROGRAM

RESPONS BLE RIDING TAHUN 2008

N O. JENIS PELANGGARAN JUMLAH
1. SYARAT KELANGKAPAN 60 KALI
2. RAMBU / MARKA 216 KALI
3. SURAT — SURAT 156 KALI
4. MUATAN 43 KALI
5. KECEPATAN 29 KALI
6. LAIN - LAIN 79 KALI

JUMLAH 583 KALI

Sumber : Data Sekunder, Polres Madiun, 2008, titialiah
Pada data diatas terlihat angka Pelanggaran 45sékama diadakannya

program Responsible Riding 2008 (tanggal 8 September s/d 22 Oktober 2008)
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masih saja terdapat beberapa pelanggaran yangukiiakoleh pengendara,

walaupun pelanggaran-pelanggaran tersebut telalgat@ni penurunan yang

cukup signifikan. Pelanggaran-pelanggaran tersaduipa :

a.

b.

Syarat kelengkapan kendaraan bermotor sebanya&li60 k
Rambu atau marka jalan sebanyak 216 kali.

Surat-surat kendaraan bermotor sebanyak 156 kali.
Muatan sebanyak 43 kali.

Kecepatan sebanyak 29 Kali.

Lain-lainya sebanyak 79 kali.

Jumlah dari kesemua pelanggran tersebut yaitu 883 k

Dari kesumua data-data di atas penulis akan menoebganalisa dengan

cara memperbandingkan data-data mengenai kecelédaamtas diblack spot

terapi, kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan dam jdats pelanggaran 45

hari sebelum dilaksanakaanya prograesponsible riding dengan 45 hari selama

dilaksankaanya prografesponsible riding yang di lakukan oleh Satlantas Polres

Madiun.Adapun data-data perbandingan tersebut aebagkut :

Data perbandingan kecelakaan lalu lintasBtlick Spot Terapi 45 hari
sebelum program dibanding 45 hari selama progResponsible Riding
2008 (tgl 25 juli s/d 7 September 2008 dibandingytml 8 September s/d 22

Oktober 2008)
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TABEL 8

DATA PERBANDINGAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI BLACK

SPOT TERAPI 45 HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PROGRAM

DIBANDING 45 HARI SELAMA DILAKSANAKANNYA

PROGRAM RESPONSBLE RIDING TAHUN 2008

NO 45 HARI 45 HARI TREND
URAIAN SEBELUM | SELAMA | ANGKA %
1. | Jumlah Kejadian 3 - -3 -100
2. | Korban MD 4 - -4 -100
3. | Korban LB - - - -
4. | Korban LR 1 - -1 -100
5. | KERMAT 5.600.000 - -5.600.000| -100

Sumber : Data Sekunder, Polres Madiun, 2008, filialkah

Keterangan :

a. MD : Meninggal Dunia
b. LB : Luka Berat

c. LR : Luka Ringan

d. KERMAT : Kerugian Materiil

e. Black spot terapi : Daerah yang dianggab oleh Satlantas Polres Madiun
merupakan daerah rawan terjadinya kecelakaan dmEggagan lalu lintas
sehingga diperlukanaya pengawasan yang tinggiS#dlantas Polres Madiun.

Black spot terapi yang ditunjuk oleh Satlantas Polres Madyaitu jalur
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Surabaya-Madiun Km 134-136 tanjakan Widas Ds. Rgtls Pajaran Kec.
Saradan, Kab. Madiuff.

Pada data diatas terlihat bahwaldick spot terapijumlah kecelakaan 45
hari selama dilaksankaanya prograRsponsible Riding 2008 mengalami
penurunan yang sangat tajam dibanding 45 hari sebdilaksanakanya program
Responsible Riding.

Penurunan jumlah kecelakaan dblack spot terapi selama
dilaksanakannya PrograrResposible Riding 2008 mencapai 100% (Seratus
Persen) yang berarti penurunan tersebut sudah pan@aeiget yang di inginkan
oleh Satlantas Polres Madiun.

Penurunan jumlah kecelakaan biack spot terapi 45 hari selama
dilaksanakannya prograrResponsible Riding 2008 mencapai 100% (Seratus
Persen) disebabkan oleh adanya Polisi dari Sasi#dlkes Madiun yang menjaga
dan mengawasi kendaraan baik itu Roda 4 maupun Rogang melintasi
kawasamBlack spot terapi selama 24 jam sehingga tidak ada pengemudi yang

berani ugal-ugalan khusunya saat berkendara paldanieari*®

2 \Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Rakim. IPT23gMei 2009.
29 h;
Ibid
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TABEL 9

DATA PERBANDINGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

45 HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PROGRAM

DIBANDING 45 HARI SELAMA DILAKSANAKANNYA

KEGIATAN RESPONSBLE RIDING TAHUN 2008

NO 45 HARI 45 HARI TREND
URAIAN SEBELUM | SELAMA | ANGKA %
1. | Jumlah Kejadian 25 - -25 -100
2. | Korban MD 13 - -13 -100
3. | Korban LB - - - -
4. | Korban LR 37 - -37 -100
5. | KERMAT 71.200.000 - -71.200.000] -100

Sumber : Data Sekunder, Polres Madiun, 2008, filialkah

Keterangan :

a. MD : Meninggal Dunia
b. LB : Luka Berat

c. LR : Luka Ringan

d. KERMAT : Kerugian Materiil

e. Black spot terapi : Daerah yang dianggab oleh Satlantas Polres Madiun
merupakan daerah rawan terjadinya kecelakaan dmggagan lalu lintas
sehingga diperlukanaya pengawasan yang tinggiS#dlantas Polres Madiun.

Black spot terapi yang ditunjuk oleh Satlantas Polres Madyaitu jalur
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Surabaya-Madiun Km 134-136 tanjakan Widas Ds. Rgtls Pajaran Kec.
Saradan, Kab. Madiut!.

Pada data diatas terlihat bahwa jumlah kecelakaanhdri selama
dilaksanakannya prografesponsible Riding 2008 mengalami penurunan yang
sama dengan jumlah kecelakaanbiiick spot terapi yaitu penurunan yang
sangat tajam dibanding 45 hari sebelum dilaksamafaprogramResponsible
Riding 2008.

Penurunan jumlah Kkecelakaan selama dilaksanakanRyagram
Resposible Riding 2008 tidak tanggung-tanggung yaitu mencapai 108&éatus
Persen) yang berarti penurunan tersebut sudah pan@aiget yang di inginkan
oleh Satlantas Polres Madiun.

Penurunan jumlah kecelakaan di 45 hari selamagdilakannya program
Responsible Riding 2008 mencapai 100% (Seratus Persen) disebabkdn ole
adanya Polisi dari Satlantas Polres Madiun yang jagen dan mengawasi
kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2 yang naslirkawasarBlack spot
terapi selama 24 jam sehingga tidak ada pengemudi yangnbugal-ugalan
khusunya saat berkendara pada malam hari. SalaBaitantantas Polres Madiun
juga melakukan sosialisasi baik secara langsungumatidak langsung kepada

masyarakat kabupaten Maditi.

%0 Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Rakim. IPT23gMei 2009.
3 Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Rakim. IPTU2gluni 2009.
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TABEL 10

DATA PERBANDINGAN JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS

45 HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PROGRAM

DIBANDING 45 HARI SELAMA DILAKSANAKANNYA

PROGRAM RESPONSBLE RIDING TAHUN 2008

NO JENIS 45 HARI 45 HARI TREND
PELANGGARAN SEBELUM | SELAMA | ANGKA %
1. | Syarat Kelengkapan 73 60 -13 -17,81
2. | Rambu / Marka 290 216 -74 -25,52
3. | Surat-surat 250 156 -94 -60,26
4. | Muatan 83 43 -40 -48,19
5. | Kecepatan 53 29 -24 -45,28
6. | Lain-lain 155 79 -26 -16,77
jumlah 950 583 -367 -62,95

Sumber : Data Sekunder, Polres Madiun, 2008, tfilaliah

Pada data di atas terlihat bahwa tingkat pelanggdf hari selama
dilaksanakaanya prograResponsible Riding 2008 juga mengalami penurunan di
bandingkan 45 hari sebelum dilaksanakaanya pro&esponsible Riding 2008

Penurunan tingkat pelanggaran ini tidak sama dengaurunan pada
tingkat kecelakaan baik d@lack Spot Terapi maupun secara keseluruhan yang
mencapai 100% (Seratus Persen). Penurunan padattipglanggaran hanya
sebesar 62,95% saja dan kurang bisa memenuhi tdegetSatlantas Polres

Madiun yaitu sebesar 100%.
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Tidak maksimalnya penurunan pada tingkat pelanggatsebabkan
karena budaya dari masyarakat kabupaten Madiun ryasth bersifat kedaerahan
sehingga menganggap sepele progResponsible Riding 2008%

Dari berbagai macam data-data dan uraia-urain as afpat diambil
kesimpulan bahwa di wilayah kabupaten Madiun 4% $elama dilaksanakannya
programResponsible Riding (tanggal 8 September s/d 22 Oktober 2008) tingkat
kecelakaan baik itu diBlack Spot Terapi maupun secara keseluruhan,
mengalamai penurunan yang sangat tajam sebesar.1B6ftirunan jumlah
kecelakaan Di 45 hari selama dilaksanakannya pno&esponsible Riding 2008
mencapai 100% disebabkan oleh adanya Polisi ddar§as Polres Madiun yang
menjaga dan mengawasi kendaraan baik itu Roda 4pumaiRoda 2 yang
melintasi kawasarBlack spot terapi selama 24 jam sehingga tidak ada
pengemudi yang berani ugal-ugalan khusunya sa&ema@ara pada malam hari.
Selain itu Satlantantas Polres Madiun juga melakugasialisasi baik secara
langsung maupun tidak langsung kepada masyarakaplaten Madiur®

Berdasarkan data dan urain diatas juga dapat ditkeap bahwa di
wilayah Kabupaten Madiun 45 hari selama dilaksanaia progranResponsible
Riding (tanggal 8 September s/d 22 Oktober 2008) tingk&tnggaran lalu lintas
juga menagalamai penurunan. Penurunan pada tingdahggaran lalu lintas
tidak mencapai target yang diingkan oleh Satlasti®alres Madiun yaitu hanya

sebesar 62,95% hal ini disebabkan karena pola gddar masyarakat kabupaten

%2 Wawancara dengan Kasat lantas Polres madiun BuAteP, tanggal 12 Juni 2009.

33 Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Rakim. IPTU2gluni 2009.
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madiun yang masih bersifat kedaerahan sehingga angggp sepele program
Responsible Riding 2008%*

Berdasarakan wawancara dengan 5 responden bahgrampiResponsible
riding sangat membantu dalam mengurangi tingkat kecelaleha lintas namun
masih ada saja masyarakat yang masih melakukanggelean lalu lintas, hal ini
disebabkan karena bermacam-macam alasan yang diakaru oleh para
responden. Alasan-alasan tersebut antara lainyauegat sampai tujuan/terburu-
buru, kebiasaan masyarakat yang menyalakan langadaenotor itu hanya pada
waktu malam hari saja, pengendara sepeda motordk@a menyalakan lampu
sein pada waktu akan membelok serta kurangnya asafan prasarana yang
mendukung seperti halte, zebra croos dan jembatmyeperangan yang
memadai.

ProgramResponsible riding 2008 berjalan lancar sesuai dengan rencana
dan diharapkan kepada masyarakat Madiun untuk nmematian melaksanakan
program Responsible Riding 2008 seterusnya sehingga terciptanya keamanan,

keselamatan, keteriban dan kelancaran lalu lik@sijbcar) lalu lintad®
C. EFEKTIFITAS PROGRAM RESPONSBLE RIDING

Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas merupakagggan dan ancaman
dibidang lalu lintas yang tentunya hal tersebutnakaenghambat terciptanya
situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan degtam lalu lintas (Kantibcar

lantas) yang aman, tertib dan lancar. Dapat dikaidkahwa pelanggaran lalu

3 Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Madiun RiuA#P, tanggal 12 Juni 2009.

% Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Madiun @@ifKP, tanggal 26 Februari
20009.
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lintas merupakan suatu bentuk ketidakpatuhan atetidakdisiplinan para
pengguna jalan atau pengendara kendaran bermotiala@in menjalankan atau
mematuhi peraturan atau rambu-rambu lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran ini dapat menyebabkanakee® yang sangat
fatal karena tidak adannya ketertiban dari penggdaa pengendara sepeda
motor. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas aaoateriil dapat menimbulkan
kerugian-kerugian berjuta-juata bahkan bermilyassanirupiah.

Dewasa ini adanya ketidakseimbangan antara sassaass lalu lintas
dengan volume kendaraan yang dari hari ke hari lsemaeningkat akan
menimbulkan suatu kepadatan lalu lintas. Kepadatitgeth yang sebagain besar
dapat mengakibatkan tingginya angka pelanggarakelzglakaan lalu lintas.

Berikut adalah tabel perbandingan pelanggaran lialas berdasarkan
jenis kendaraan 45 hari sebelum dilaksanakan progitbanding 45 hari selama
dilaksanakannya prografesponsible Riding 2008 (tgl 25 Juli s/d 7 September
2008 dibanding tanggal 8 September s/d 22 Oktob@8)2di wilayah kabupaten

Madiun :
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TABEL 11

DATA PERBANDINGAN PELANGGARAN LALU LINTAS

BERDASARKAN JENIS KENDARAAN

45 HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PROGRAM

DIBANDING 45 HARI SELAMA DILAKSANAKANNYA

PEOGRAM RESPONSBLE RIDING TAHUN 2008

NO JENIS 45 HARI 45 HARI TREND
KENDARAAN SEBELUM | SELAMA | ANGKA %
1. |bus 144 88 -56 -38,89
2. | Truck 99 76 -23 -30,26
3. | ST. Wagon 202 148 -54 -26,73
4. | Pick Up 41 28 -13 -31,71
5. | Sedan 51 37 -14 -27,45
6. | Sepeda Motor 344 178 -166 -48,26
7. | Lain-lain 23 28 5 21,74
jumlah 950 583 -367 -62,95

Sumber : Data Sekunder, Polres Madiun, 2008, tfiialiah

Berdasarkan data diatas, menunjukan bahwa secauanuelah terjadi
penurunan angka pelanggaran lalu lintas yaitu 4bdmdelum dilaksanakannya
program Responsible Riding sebanyak 950 kali pelanggran dan pada 45 hari
setelah dilaksanakannya progr&esponsible riding sebanayak 583 pelanggaran.
Jika ditelaah lebih lanjut maka secara umum pelaragglalu lintas mengalami
penurunan sebesar 367 angka atau 62.95 %

Walaupun secara keseluruhan pelanggaran mengatamryman, apabila
kita lihat tabel di atas pelanggaran paling banditdkukan oleh sepeda motor dan

hanya mengalami penurunan yang tidak banyak yadipésar 166 angka atau
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48.26 % dan masih menjadi yang terbanyak dalamkuledm pelanggaran yakni
sebesar 178 kali pelanggaran.

Berdasarakan uraian diatas dapat disimpulkan batmasih besarnya
angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan okigpndara sepeda motor maka
menunjukan bahwa prograResponsible Riding 2008 masih belum cukup efektif

Program Responsible Riding 2008 yang digelar oleh Satlantas Polres
Madiun dapat disimpulkan masih belum efektif didalmenekan tingginya angka
pelanggaran lalu lintas khususnya pada kendraaa dod. hal ini berdasrakan
data yang menunjukan bahwa tingkat pelanggaran laitas walaupun
mengalami penurunan tetapi masih banyak juga yarigkukan pelanggaran.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengafehtif atau tidaknya
efektif berlakunya suatu hukum. Menurut Surjono Keoeo terdapat lima faktor
yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum yaitticiakukum itu sendiri, faktor
penegak hukum, faktor masyarakay, faktor sarangdesarana dan yang terakhir
faktor kebudayaan. Belum cukup efektifnya progiaesponsible Riding 2008 di
sebabkan oleh faktor masyarakat serta faktor satam@rasarana.

Faktor masyarakat menjadi penyebab tidak efeldifnfProgram
Responsible Riding 2008 karena dari 5 responden yang penulis wawancar
berpendapat bahwa tingkat kesadaran masyarakah massih kurang hal ini
dapat dilihat dari kesadaran pengguna jalan mauhganya apabila ada petugas
di lapangan. Selaian itu dari 5 responden terddpasponden yang berpendapat
bahwa tidak melakasanakan Progtfaesponsible Riding disebabkan tidak adanya

sanksi yang tegas dari Satlantas Polres Madiun.
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Faktor sarana dan prasarana menjadi penyebabedfdilifnya Progaram
Responsible Riding karena kondisi jalan banyak yang rusak, bergelolzan
pecah serta kurangnya alat-alat teknis dalam mietakpertolongan pertama pada

kecelakaan.

D. KENDALA DAN UPAYA YANG DI HADAPI OLEH SATLANTAS
POLRES MADIUN DALAM MENGOPTIMALKAN PROGRAM
RESPONS BLE RIDING

Dalam melaksankan prograResponsible Riding 2008 Satlantas Polres

Madiun tidak sepenuhnya sukses dalam melaksanakmsiya karena terdapat

kendala-kendala yang harus dihadapi oleh SatlaRtdses Madiun. Kendala-

kendala tersebut antara lain adaf&h :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukunglnya@sadalah
kurangnya alat-alat teknis dalam melakukan perggdarpertama pada
kecelakaan. Ataupun juga mobil dan kendaraan bemyaing sudah
tua sehingga memerlukan mobil dan kendaraan bernyaiog baru
guna mendukung tugas-tugas Kepolisian (peremajaan).

2. Kurangnya dana dalam mendukung tugas-tugas kegoligialam
menaggulangi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas

3. Cuaca atau iklim tidak menentunya cuaca atau ildihir-akhir ini
mengakibatkan postur tanah yang labil sehinggal spg@ digunakan

mudah berlubang dan bergelombang.

% Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Rakim. IPTidgah23 Mei 2009.
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4. Penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas laipgag tidak
berfungsi secara baik dan belum dipasangnya peyenagalan
dibeberapa tempat-tempat tertentu.

5. Rendahnya Kesadaran Hukum masyarakat. Rendahnyaddtes
Hukum Masyarakat merupakan kendala utama Satlaft@ises
Madiun dalam mengoptimalkan prograResponsible Riding hal ini
disebabkan karena mayarakat di daerah kabupateriuMadasih
tergolong daerah desa sehingga tingakat pengetalamlapemahaman
masyarakat terhadap hukum yang berlaku terutamamd&kitanya
dengan peraturan perundang-undanagan lalu lintaghmendah.

Dari kendala-kendala di atas Satlantas Polres Nadialakukan upaya-
upaya untuk mengatasinya antara lain :

1. Bertindak Preemtif

Bertindak Preemtif adalah tindakan yang dilakukaleho
kepolisian khususnya Satlantas Polres Madiun dengaenitik
beratkan pada kegiatan bimbingan dan penyuluhaandakngka
mewujudkan kesadaran dan disiplin berlalu lintagi lpara pemakai
jalan®’

Tindakan Preemtif dilakukan denagan cara yaitu :

a. Pembinaan dan penyuluhan.
1) Menentukan dan menetapkan sasaran serta tempat

pelaksanaan dan pembinaan dan penyuluhan lalg.linta

37 Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Rakim. IPTiddgah23 Mei 2009.
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Koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun
perencanaan terpadu pelaksanaan pembinaan dan
penyuluhan lalu lintas.

Menentukan materi pembinaan dan penyuluhan lalu
lintas.

Penyuluhan dengan metode tatap muka atau penyuluhan
langsung pada tempat konsentrasi maagali€ adres).
Kemitraan dengan menjalin kerja sama dalam kesetara
dengan memberikan peluang kepada masyarakat
menciptakan tertib lalu lintas.

Berperan aktif dalam memfasilitasi keikutsertaan
masyarakat dalam menciptakan berlalu lintas.

Lebih mengutamakan pembinaan dan penerangan lalu
lintas oleh petugas kepada pelanggar lalu lintasyale

mengedepankan tindakan teguran simpatik

b. Penerangan lalu lintas.

Penerangan lalu lintas secara langsung atau tidaksiling

dilaksanakan melalui :

1)

2)

3)

Pemasangan spanduk dan barner pada tempat-tempat
strategis dan daerah rawan kecelakaan lalu lintas.
Himbauan tertib lalu lintas oleh petugas di depas, p
depan pasar dan tempat-tempat konsentrasi massa.

Pemasangascot light pada daerah rawan laka lantas.
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4) Pemberian brosur tertib berlalu lintas kepada nra&ga,
pemohon SIM, wajib pajak, penumpang bus, MPU dan
kendaraan pribadi dan sepeada motor.

5) Penempatarterfik cone pada daerah rawan laka lantas
dan dijaga oleh anggota dengan bendera isyaratl&epa
pengguna jalan.

6) Menggunakan media elektronik RRI dan Radio Swasta.

c. Koordinasi

1) Koordinasi dengan BPTD (Badan Pembinaan
Transportasi Daerah) Kabupaten Madiun dalam
mengadakan perbaikan rambu-rambu lalu lintas, marka
jalan dan perbaikan jalan rusak dan pengurukan bahu
jalan.

2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pengatura
pasar yang belokasi ditepi jalan serta pemanfaatan
terminal dan halte secara maksimal.

Bertindak Prefentif

Bertindak Prefentif adalah tindakan yang dilakukafeh
kepolisian khususnya Satlantas Polres Madiun sebdkrjadinya
kecelakaan dan pelanggaran yang dilakukan olehepeund;j*®

Tindakan Prefentif yang dilakukan oleh Satlantakd3dviadiun

yaitu Melakukan pengaturan, penjagaan, patroli gmmnertiban

dilokasi rawan kecelakaan dan kemancetan laluslinta

¥ Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Iptu.H.Raki@3gViei 2009.
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Bertindak Represif.

Bertindak Represif adalah tindakan yang dilakukaleho
kepolisian khususnya Satlantas Polres Madiun gsetédsjadinya
kecelakaan dan pelanggaran yang dilakukan olehepemnd;>°

Tindakan represif yang dilakukan oleh SatalantalseBdViadiun
yaitu :

a. Melakukan tindakan peneguran terhadap pelanggaanlihtas
dengan menggunakan blangko simpatik dan tidak nospgakan
upaya represif.

b. Melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lidéesyan skala
prioritas pada pelaku pelanggaran lalu lintas ypoignsial dapat
menimbulkan kecelakaan dan kemancetan lalu lintas.

c. Melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu sinsesuai

hukum yang berlaku.

39 Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Rakim. IPT23gMei 2009
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penulssaipsi ini adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa di wilayah kabupaten Madiun 45 hari selamiakdanakannya
program Responsible Riding (tanggal 8 September s/d 22 Oktober 2008)
tingkat kecelakaan baik itu dBlack Spot Terapi maupun secara
keseluruhan, mengalamai penurunan yang sangat sghesar 100%. Di
wilayah Kabupaten Madiun 45 hari selama dilaksanaka progaram
Responsible Riding (tanggal 8 September s/d 22 Oktober 2008) tingkat
pelanggaran lalu lintas juga menagalamai penuruf@nurunan pada
tingkat pelanggaran lalu lintas tidak mencapai gargang diingkan oleh
Satlantntas Polres Madiun yaitu hanya sebesar @298 ini disebabkan
karena pola pikir dari masyarkat Kabupaten Madiangy masih bersifat
kedaerahan sehingga menganggap sepele prdggsponsible Riding 2008.
Pelaksanaan PrograResponsible riding 2008 berjalan lancar sesuai dengan
rencana.

2. Bahwa masih besarnya angka pelanggaran lalu lyaag dilakukan oleh
pengendara sepeda motor maka menunjukan bahwaaprd®gsponsible
Riding masih belum cukup efektif untuk menekan tingkdapggaran lalu

lintas bagi pengendara roda dua.
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3. Kendala-kendala yang harus dihadapi oleh Satldptdes Madiun dalam
mengoptimalkan prograiesponsible Riding antara lain adalah :

a. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung.

b. Kurangnya dana dalam mendukung tugas-tugas kegpoltalam
menaggulangi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas

c. Cuaca atau iklim tidak menentunya cuaca atau ikkimr-akhir ini
mengakibatkan postur tanah yang labil sehingga | agpag
digunakan mudah berlubang dan bergelombang.

d. Penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas layayeg tidak
berfungsi secara baik dan belum dipasangnya peyenajalan
dibeberapa tempat-tempat tertentu.

e. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Dari kendala-kendala di atas Satlantas Polres madialakukan upaya-
upaya untuk mengatasinya antara lain :

a. Bertindak Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh
kepolisian khususnya Satlantas Polres Madiun denganitik
beratkan pada kegiatan bimbingan dan penyuluhaanmdahngka
mewujudkan kesadaran dan disiplin berlalu lintagi bpara
pemakai jalan

b. Bertindak Prefentif adalah tindakan yang dilakukan oleh
kepolisian khususnya Satlantas Polres Madiun seb&ujadinya

kecelakaan dan pelanggaran yang dilakukan olehepeund)
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c. Bertindak Represif adalah tindakan yang dilakukan oleh
Kepolisian khususnya Satlantas Polres Madiun detigadinya

kecelakaan dan pelanggaran yang dilakukan olehepeund)

SARAN

Dari hasil penelitian tentang efektifitas Progr&asponsible Riding 2008

yang Dibuat Oleh Kepolisian Untuk Menekan Tingkatcklakaan Dan

Pelanggraan Bagi Pengendara Roda Dua, maka dapaitah saran-saran yang

dapat dijadikan bahan pertimbangan demi terciptédkg@manan, keselamatan,

keteriban dan kelancaran lalu lintas (kamtibcdg) liatas, yaitu sebagai berikut:

1.

Diperlukan suatu pengaturan lebih lanjut tentanggmm Responsible
Riding, pengaturan tersebut dapat berupa Peraturan Déeeatia), dengan
adanya ketentuan dan pengaturan yang jelas seniesisgang tegas
diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan melaksangkogram
Responsible Riding 2008.

Jumlah Petugas atau Polisi Lalu Lintas seharusntarbah sehingga dapat
menjalankan tugas dengan lebih baik, dan dapatrjeelsecara efektif
sehingga beberapa pelanggaran lalu lintas tidakt Idari pengamatan para
petugas.

Seharusnya ada dana khusus yang digunakan dalasksaedkan program
Responsible Riding sehingga dapat mendukung tugas-tugas kepolisiamda

menaggulangi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas
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KAMPANYE DAN LAUNCHING PROGRAM RESPOSBLE RIDING

Ket :

» Dimulainya Program Responsible Riding oleh Bupati Madiun.

» Tandatangan dimulainya Program Resposible Riding oleh Dirlantas
Polda Jatim Kombes Pol Bambang Sukamto, Kapolwiltabes Surabaya
Kombes Pol Bambang Suparno, serta beberapa pejabat utama di
jajaran Polda Jatim dan Polwiltabes Surabaya. Dari pemerintahan,
hadir Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf serta Kepala Dinas
Perhubungan Surabaya Mas Bambang Suprihadi Direktur PT MPM
Honda Motor Suwito dan Wakil Direktur Jawa Pos Azrul Ananda.
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